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PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN 

MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP 

TABUNGAN EMAS 

 

ABSTRAK 

Anisatul Munawaroh 

NIM. 1817301086 

 

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Praktik tabungan emas yang dilakukan oleh nasabah Pegadaian Syariah 

Cabang Pasar Wage Purwokerto dilakukan guna mewujudkan hajat keinginan 

nasabah untuk mendapatkan emas. Praktik tersebut merupakan transaksi jual beli 

emas dengan fasilitas titipan yang mana nasabah menabung berupa uang ke 

Pegadaian Syariah, kemudian dikonversikan langsung ke gram emas dalam buku 

rekening nasabah. Hal ini merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah yang 

taka sing di Tengah Masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini memiliki dua 

komponen yaitu: Pertama, bagaimana praktik tabungan emas dalam Pegadaian 

Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto dan yang kedua, bagaimana pandangan 

tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap 

tabungan emas. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

pengambilan sumber lokasi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage. Sumber 

data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pegawai 

Pegadaian Syariah, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah 

Kabupaten Banyumas. Sedangkan data sumber penelitian ini diambil dari buku-

buku fiqih, Al-Qur’an, hadis, karya tulis, dan hasil penelitian terdahulu. Metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun motode analisis data menggunakan metode deduktif, serta menggunakan 

pendekatan normatif sosiologis. 

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menentukan boleh atau 

tidaknya tabungan emas Tokoh Nahdlatul Ulama menyatakan membolehkan 

terkait Tabungan emas karena barangnya (emas) ada di dalam Pegadaian Syariah. 

Yang kedua terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan 

jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, 

tokoh Nahdlatul Ulama juga membolehkan karena pada praktiknya Pegadaian 

Syariah sudah menetapkan harga pasti dan sesuai harga emas pada saat itu. Maka 

dari itu hukumnya sah dan bukan termasuk riba nasihah. Sedangkan Pandangan 

tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terkait tabungan emas 

membolehkan karena tabungan emas belum ada dalil yang melarangnya yang 

mana ada di dalam prinsip syariah. Dapat di Tarik kesimpulan bahwasanya 

praktik Tabungan emas di Pegadaian Syariah menurut kedua tokoh masing-

masing organisasi antara NU dan Muhamadiyah serta secara syariat hukum Islam 

sudah sesuai dengan dasar hukum Islam. 

Kata Kunci: Tabungan Emas, Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 

Hukum Islam. 



 

vi 

 

 

MOTTO 

 

 اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا
 

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

A. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H}a H} Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 S}ad S} Es (dengan titik di bawah) ص

 D}ad D} De (dengan titik di bawah) ض
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 T}a T} Te (dengan titik di bawah) ط

 Z}a Z} Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain …. ‘…. Koma terbalik keatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 Ditulis Al-laz|i>na الَّذِيْنَ 

 Ditulis Z|urriyyah ذُر يَِّةَ 

 <Ditulis Falyattaqu ف  لْي  ت َّقُوا

C. Vokal Pendek 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

--  َ --- Fath}ah Ditulis A 

--  َ --- Kasrah Ditulis I 

--  َ --- Ḍamah Ditulis U 

 

 
D. Vokal Panjang 

 <Ditulis Ya يَ 

 Ditulis Al-Ah}ba>ri الْْ حْب ارَِ

 Ditulis An-na>si النَّاسَِ

E. Ta’ Marbuṭah 

 Ditulis Z|urriyah ذُر يَِّةَ 

 Ditulis Wal-fid}oh و الْفِضَّةَ 

 

F. Kata Sandang Alif dan Lam 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah.  

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf 

syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau 

hubung. 

Contoh: 

 Ditulis Al-laz|i>na الَّذِيْنَ 

 Ditulis Al-Ah}ba>ri الْْ حْب ارَِ
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu.  

Contoh: 

 Ditulis Aruhba>ni الرُّهْب انَِ

 Ditulis An-na>si النَّاسَِ

 Ditulis Az|ahabu الذَّه بَُ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan hukum dan aturan di dunia ini dengan 

maksud dan tujuan tertentu. Syari'at yang diturunkan oleh Allah benar-benar 

untuk memahami kemaslahatan hamba serta menghindari kemudaratan, baik 

di dunia maupun di akhirat. Islam sangat mementingkan ekonomi yang 

merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Sektor 

ekonomi merupakan sektor terpenting bagi kelangsungan hidup umat manusia. 

Dalam pemikiran Islam, hal ini didefinisikan sebagai lima hal mendasar dalam 

kehidupan manusia yang harus dijaga. Kelima hal ini disebut kebutuhan 

pokok, yaitu menjaga agama Hifd al-Din, menjaga jiwa Hifd al-Nasl, menjaga 

akal Hifd al-'Aql, menjaga keturunan Hifd al-Nafs dan menjaga harta Hifd al-

Mal. Menjaga harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang harus 

dipatuhi dan diamalkan oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

Menurut Imam Syatibi, menjaga atau memelihara harta sesuai dengan 

ketentuan maqashid syariah yaitu dilarangnya mencuri dan sangsi atasnya, 

dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarang 

memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kewajiban mengganti 

barang yang telah dirusaknya. Masyarakat menengah ke atas pada umumnya 

menyimpan sebagian pendapatannya guna diperuntukan pada masa yang akan 

datang dengan cara menabung.
1
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Selain itu, Menabung juga merupakan tindakan yang dianjurkan dalam 

Islam, karena dengan menabung berarti seseorang sedang mempersiapkan 

bekal di masa yang akan datang sekaligus untuk mengamankan kekayaan serta  

menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang akan datang sewaktu-waktu.
2
 

Dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah 

memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok agar lebih baik. 

Sebagai mana yang diperintahkan Allah SWT dalam firman-Nya: 

َف  لْي  ت َّقُواَاللّٰ  َو لْي  قُوَْ
لْفِهِمَْذُر يَِّة َضِعٰف اَخ افُ وْاَع ل يْهِمْْۖ َل وَْت  ر كُوْاَمِنَْخ  َالَّذِيْن  لُوْاَو لْي خْش 

ا دِيْد  َس   ق  وْلً 
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S an-Nisa (4) :9.)
3
 

 

Dalam ayat tersebut memerintahkan orang muslim agar bersiap-siap 

untuk masa depan keturunannya, baik secara rohani (iman/takwa) maupun 

secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaanya. Salah satu 

langkah perencanaannya adalah menabung. Menabung juga sudah disinggung 

dalam Fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Di dalam fatwa 

tersebut menjelaskan bahwa jenis tabungan ada dua, yaitu tabungan yang tidak 

dibenarkan secara syari’ah dan tabungan yang dibenarkan secara syariah. 

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah adalah tabungan yang 

berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan tabungan yang dibenarkan secara 

syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mud}arabah dan Wadi’ah
4
. 

                                                             
2
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), hlm. 153.   
3
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surakarta: Ziyad 

Books, 2014), hlm. 78.  
4
 Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.  
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Mud}arabah merupakan bentuk kerja sama antara kedua belah pihak 

atau lebih di mana pemilik modal s}ahibul mal memberikan kepercayaan 

sejumlah modal kepada pengelola mud}arib dengan perjanjian di awal 

sedangkan Wadi’ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, 

baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja si penitip menghendakinya
5
. 

Ekonomi di Indonesia menganut ekonomi konvensional dan ekonomi 

Syariah, ekonomi Syariah ada di Indonesia karena kebutuhan masyarakatnya 

yang sebagian besar beragama Islam. Maka dari itu banyak Lembaga-lembaga 

keuangan bank dan bukan bukan bank yang mengeluarkan produk-produk 

yang berbasis Syariah. salah satu Lembaga keuangan bukan bank yang 

memiliki aktivitas pembiayaan masyarakat ialah Pegadaian Syariah. Hal 

mendasar yang menjadi tujuan Pegadaian Syariah yaitu menuntun masyarakat 

agar dapat menjalankan muamalah sesuai ajaran Islam dan terhindar dari 

transaksi riba.
6
 

Sebagai contoh produk tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah. 

Pegadaian Syariah mempunyai produk tabungan berupa tabungan emas. 

Talbunga ln Ema ls merupa lkaln la lya lna ln pembelialn da ln penjualla ln emals denga ln 

fa lsilitals titipaln denga ln ha lrga l terjalngka lu da ln memudalhka ln malsya lra lka lt untuk 

berinvesta lsi emals.
7
 Ta lbunga ln ema ls a ldalla lh sa lla lh sa ltu produk da lri Pega lda lialn 

Sya lria lh ya lng mengguna lka ln sistem beli titip ema ls. Denga ln na lsa lba lh membeli 

                                                             
5
 Feby Ayu Amalia, “Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Prespektif Hukum 

Ekonomi Syariah”, Jurnal Asy Syar’iyah, Vol. 4. no. 1. Juni 2019. hlm. 77. 
6
 Khaerul Aqbar, dkk, “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di 

Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)”, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam , Vol. 1 no.4 

Desember 2020. 
7
Jefry Tarantang, dkk, Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia 

(Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 95.   
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sejumlalh emals kemudialn menitipkalnnya l ke pihalk Pega ldalia ln Sya lrialh. Denga ln 

ha lrga l emals ya lng relaltif tinggi, keba lnya lka ln malsya lra lka lt menenga lh ke balwa lh 

menjaldi tidalk malmpu memiliki emals. Alka ln teta lpi, denga ln a lda lnya l produk 

talbunga ln ema ls ya lng a lda l di Pega lda lialn Syariah denga ln halrga l mura lh, proses 

cepalt, daln pelalya lna ln ya lng profesiona ll ma lkal ma lsya lra lka lt suda lh bisal memiliki 

emals denga ln mengguna lka ln produk berupa l talbunga ln emals. Na lsa lba lh ya lng 

ingin mencetalk emals da lla lm bentuk fisik berupal emals, a lka ln dikenalka ln bialya l 

denga ln perhitunga ln sesua li beralt emals ya lng a lka ln dicetalk na lsa lbalh da ln ha lrga l 

emals dunia l. 

Emas adalah barang yang sangat menarik untuk dijadikan investasi 

jangka panjang karena emas memiliki nilai yang tinggi dari dahulu sampai 

zaman sekarang. Emas disebutkan dalam al-Qur’an selama delapan kali, 

namun hanya satu yang memberikan ancaman kepada orang yang 

mengumpulkan emas dan menyimpan emas karena tidak menyimpan dan 

memanfaatkan dengan benar. Hal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur’an: 

 

َالنَّاسَِ َأ مْو ال  َالْْ حْب ارَِو الرُّهْب انَِل ي أْكُلُون  كَ ثِير اَمِن  َآم نُواَإِنَّ َأ ي ُّه اَالَّذِين  َي  بِِلْب اطِلَِو ي صُدُّون 
رْهُمَْ ع نَْ َف  ب شِ  بِيلَِاللَِّّ َيُ نْفِقُون  ه اَفَِس  َو الْفِضَّة َو لً  َالذَّه ب  َي كْنِزُون  ََۗو الَّذِين  بِيلَِاللَِّّ س 

ابٍَأ ليِمٍَ  بِع ذ 
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-

orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang 

dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) 

dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak 

dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar 

gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang 

pedih.” (QS at-Taubah (9): 34).
8
 

 

                                                             
8
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Dalam ayat tersebut kaum muslim diajak untuk menghindari 

keburukan dengan berpesan hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

banyak sekali dari al-Ahbar, yakni orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib 

yakni Ulama-Ulama Nasrani yang benar-benar memakan, yakni mengambil 

dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil antara lain dengan 

menerima sogok, memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan materi. 

Mereka menampakkan diri sebagai agamawan yang dekat kepada Tuhan dan 

mementingkan kehidupan akhirat tetapi hakikat mereka tidak demikian, dan di 

samping itu mereka juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan 

berbagai uraian dan penafsiran yang mereka ajarkan. Harta benda yang 

mereka peroleh dari yang batil itu dan yang mereka simpan dan timbun itu, 

kelak akan menyiksa mereka. Bahwa mereka akan disiksa dengan siksaan 

yang pedih
9
. 

Dengan demikian orang yang menyimpan emas dan tidak 

menginfakkannya di jalan Allah maka orang itu akan mendapatkan az|ab yang 

pedih. Oleh karena itu, orang yang menyimpan emas, wajib baginya 

menginfakkannya sebagai bagian dari karunia Allah. Islam menganjurkan 

umatnya untuk tidak mendiamkan atau menumpukkan hartanya, akan tetapi 

menggunakanya secara produktif melalui berbagai muamalah dan transaksi 

yang dibenarkan secara syariah. Salah satunya cara untuk mengembangkan 

harta kekayaan agar produktif adalah dengan investasi. 

Da llalm a lktivitals ekonomi (mua lmallalh), setialp tra lnsa lksi boleh 

dilalkuka ln, kecualli aldal da llil ya lng mela lra lngnya l. Denga ln ini setia lp tralnsa lksi 

                                                             
9
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), IV, hlm. 586.  
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ya lng ba lru alda l alkhir-a lkhir ini boleh salja l dilalkuka ln kecualli telalh aldal da llil ya lng 

melalralngnya l ba lik itu secalral tersura lt malupun tersiralt. Da llalm all-Qur’a ln da ln 

Hadis| sua ltu tra lnsa lksi dilalra lng ka lrena l ha lra lm z|altnyal, ha lra lm sela lin z|atnya da ln 

tidalk sa lh a lkaldnya l.
10

 

Praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah menggunakan sistem 

pendaftaran tabungan emas dengan cara mendaftar online melalui aplikasi 

Pegadaian Syariah Digital Service atau dengan cara datang langsung ke outlet 

Pegadaian Syariah terdekat. Produk talbunga ln ema ls ini mengguna lka ln sistem 

pembelialn emals denga ln calral menalbung. Syarat mendaftar hanya membawa 

KTP dan uang saja. Jika mendaftar lewat aplikasi tidak dikenakan biaya 

administrasi, uang yang ditabung otomatis langsung masuk ke tabungan emas. 

Jika mendaftar melalui outlet nasabah akan dibantu untuk registrasi oleh 

petugas (teller). Biaya pendaftaran administrasi Rp. 50.000 dengan rincian Rp. 

30.000 untuk pembukaan tabungan emas dan potongan satu tahun, Rp. 10.000 

untuk materai, dan Rp. 10.000 dimasukkan saldo tabungan emas. Pendaftaran 

boleh lebih dari Rp. 50.000, secara otomatis masuk ke saldo tabungan emas. 

Uang tersebut akan dikonversikan ke bentuk gram emas. Sebagai contoh, 

seorang nasabah menabung Rp. 50.000 saldo tersebut tidak berbentuk saldo 

uang, melainkan berupa saldo gram emas sesuai harga pada waktu tersebut.  

Sedangkan harga emas selalu berubah-ubah setiap harinya, jadi sewaktu-

waktu bisa bertambah atau berkurang nilainya. 

Dalam pengambilan tabungan emas di Pegadaian Syariah, nasabah 

bebas mengambil tabungan tersebut dalam bentuk uang ataupun emas. Akan 
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 Hidayat Taufik, Buku Pintar Investasi Syariah (Jakarta Selatan: PT. Trans Media, 

2011), hlm. 27. 
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tetapi, ada batasan dalam pengambilan tabungan emas agar tabungan emas 

bisa diambil. Nasabah harus memiliki tabungan emas minimal 1,1 gram emas. 

Apabila nasabah menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan 

order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) 

dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih. Nasabah 

dapat mengajukan percetakan lewat aplikasi Pegadaian Syariah digital, selain 

itu nasabah juga bisa mengambil tabungan dengan cara mendatangi langsung 

outlet Pegadaian Syariah di tempat nasabah membuka rekening. Sebagai 

contoh seorang nasabah akan mengambil tabungannya dengan jumlah emas 1 

gram, dalam pengambilan emas nasabah akan dikenakan biaya cetak Rp. 

120.000, jika nasabah ingin mengambil 2 gram emas maka akan dikenakan 

biaya cetak Rp. 140.000. harga cetak akan mengikuti berapa nasabah akan 

mengambil emas.   

Adapun pandangan Tokoh Ulama NU berpendapat bahwa tabungan 

emas hukumnya bisa dibolehkan dan bisa tidak diboleh kan dengan alasan 

masih belum jelas apakah dalam tabungan emas di Pegadaian Syariah ada 

barang (emas) yang diperjual belikan atau hanya ditulis nominal gram emas 

saja dalam tabungan emas, karena salah satu rukun jual beli harus ada barang. 

Jika tidak ada barang maka jual beli tidak sah dan tidak boleh dilakukan. 

Sedangkan menurut pandangan Muhammadiyah berpendapat bahwa 

tabungan emas hukumnya boleh dengan alasan bahwa pada dasarnya hukum 

menabung itu boleh, selagi barang itu barang yang halal dan yang paling 

penting tujuannya bukan untuk ikhtikar (menimbun) dan menimbulkan 

kerugian orang lain.   
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Dari paparan penjelasan di altals, terdapat perbedaan pendapat antara 

tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tabungan emas. Ma lkal dari itu 

penulis tertalrik untuk mengkalji terkalit perbedaan pendapat tokoh Ulama NU 

dan Muhammadiyah tentang ta lbunga ln emals serta l dalsa lr hukum menurut 

pa lndalnga ln tokoh Na lhda ltul Ulalma l (NU) da ln Muha lmmaldiya lh Kabupaten 

Ba lnyuma ls. Denga ln menga lngka lt judul “Palnda lngaln Tokoh Nalhdaltul Ulalma l 

(NU) daln Muhalmmaldiyalh Kalbupalten Balnyumals Terhaldalp Talbungaln 

Emals”. 

B. Definisi Opera lsiona ll 

Untuk memudalhka ln dallalm memalha lmi persoa llaln ya lng a lka ln dibalhals 

sertal seba lga li upa lya l untuk meminimallisir a ldalnya l kesa lla lh pa lha lmaln da llalm 

memalhalmi beberalpa l istilalh ya lng terka lndung da lla lm judul skripsi “Palnda lnga ln 

Tokoh Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten 

Banyumas Terhadap Tabungan emas” malka l penulis alka ln memberikaln 

beberalpa l pemalhalmaln definisi judul ya lng bersifa lt opra lsionall a lga lr muda lh di 

mengerti denga ln jelals da llalm judul sekripsi tersebut, ya litu:  

1. Pa lnda lnga ln 

Istila lh pa lnda lnga ln da lpa lt dialrtikaln seba lga li pendalpa lt.
11

 Pa lnda lnga ln 

ya lng dima lksud oleh penulis ya litu pendalpa lt alta lu pemikiraln da lri pa lndalnga ln 

Tokoh Nalhdla ltul Ulalmal (NU) da ln Muhalmmaldiya lh Kabupaten Banyumas 

mengena li talbunga ln emals. 

 

 

                                                             
11 Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan. Diakses Pada Hari Senin, 10 Oktober 2022 

Pukul 17.42 WIB. 
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2. Tokoh Na lhdlaltul Ulalmal (NU) 

NU merupalka ln jalm’iya lh kea lga lma la ln ya lng bergera lk di bidalng 

da lkwa lh Isla lm, ya lng meliputi bidalng kealga lma ln, pendidikaln da ln sosiall 

kemalsya lra lka ltaln.
12

 Tokoh Na lhdlaltul Ulalma l ya lng dima lksud oleh penulis 

ya litu oralng ya lng a lhli di bidalng kea lga lma ln, pendidikaln daln sosia ll 

kemalsya lra lka ltaln dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Contohnya l 

Pengasuh Pondok Pesa lntren daln ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM). 

3. Tokoh Muha lmmaldiya lh 

Muha lmmaldiya lh merupalka ln gera lka ln Isla lm berdalsa lr pa ldal Da lkwa lh 

Alma lr Ma lkruf Na lhi Munka lr, bera lqida lh Isla lm da ln bersumber palda l a ll-

Qur’a ln da ln Sunna lh.
13

 Tokoh Muha lmmaldiya lh ya lng dima lksud oleh penulis 

ya litu oralng ya lng a lhli di bidalng kea lga lma ln, pendidikaln daln sosia ll 

kemalsya lra lka ltaln dari kalangan Muhammadiyah. Contohnya l Pengurus 

Da leralh Muha lmmaldiya lh (PDM). 

4. Talbunga ln Ema ls  

Talbunga ln ema ls a ldalla lh lalya lna ln pembelialn da ln penjuallaln emals 

denga ln fa lsilitals titipaln denga ln halrga l terjalngka lu da ln memudalhkaln 

malsya lra lka lt untuk berinvesta lsi emals.
14

 Tabungan emas yang dimaksud oleh 

penulis yaitu tabungan emas yang ada di Pegadain Syariah. 

C. Rumusaln Ma lsallalh 

Berda lsa lrka ln la ltalr belalka lng ma lsa lla lh di a lta ls, ma lkal penulis menetalpkaln 

rumusa ln malsa llalh seba lga li berikut: 
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 Fahrur Razi, “Nu dan Kontinuitas Dakwah Kultural”, Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 

01, no. 02, Desember 2011, hlm. 162.  
13

 Mar’ati Zarro, dkk, “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dan Pendidikan”, Jurnal 

Sejarah Dan Pendidikan Sejarah, Vol. 9, no.1 April 2020, hlm. 62.  
14

 Jefry Tarantang, dkk, Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia, …, 

hlm. 95.  
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1. Ba lga limalna l Pralktik Talbunga ln Emals Pega lda lia ln Syariah Kantor Cabang 

Pasar Wage Purwokerto? 

2. Ba lga limalna l Pa lndalnga ln Tokoh Na lhdlaltul Ula lmal (NU) da ln Muhalmmaldiya lh 

Kabupaten l Ba lnyuma ls Terhadap Pralktik Talbunga ln Ema ls di Pega lda lialn 

Syariah Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto? 

D. Tujualn daln Ma lnfalalt Penelitialn 

1. Tujualn Penelitialn 

Alda lpun ya lng menjaldi tujualn dalla lm penelitialn ini alda llalh: 

a. Untuk mengetalhui balga lima lnal pra lktik ta lbunga ln emals di Pega lda lialn 

Syariah Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto. 

b. Untuk mengetalhui balga lima lna l alna llisis pa lndalnga ln Tokoh NU da ln 

Muha lmmaldiya lh Ba lnyuma ls terhalda lp talbunga ln ema ls. 

2. Ma lnfa lalt Penelitialn 

Dalam penelitian ini manfaat penelitian ada yang bersifat teoritis 

dan ada yang bersifat praktis. 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis, dalam penelitian ini bermanfaat untuk 

memberikan pengetahuan terkait bagaimana praktik tabungan emas di 

Pegadaian Syariah dan bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama 

dan Muhammadiyah Banyumas terhadap tabungan emas. Penelitian ini 

juga bermanfaat untuk memberika ln informalsi ya lng ilmialh mengena li 

pa lndalnga ln Tokoh NU da ln Muha lmma ldiya lh terha lda lp talbunga ln emals 

ba lgi peneliti sela lnjutnya l ya lng henda lk mengka lji kemballi ha lsil dalri 

penelitialn ini. 

b. Secara Praktis 
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Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan 

rujukan hukum dan keilmuan Islam terutama yang berkaitan dengan 

muamalah, khususnya terkait masalah jual beli. 

E. Kaljialn Pusta lkal 

Ka ljia ln pusta lkal a lda llalh ka ljialn teoritis da ln referensi lalin ya lng da lpa lt 

diperoleh dalri kepusta lkala ln ya lng releva ln denga ln penelitialn ya lng a lka ln 

dilalkuka ln.
15

 Untuk itu penulis menemukaln beberalpa l penelitialn ya lng releva ln 

denga ln topik daln permalsa llalha ln ya lng a lka ln diteliti ya litu: 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Khaerul Aqbar, aswar, Muh. Sepriadi 

Sakti, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar 2020 

yang berjudul “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus 

Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)”. Jurnal tersebut menggunakan 

pendekatan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dan 

pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi 

kepuatakaan (library research). Peneliti menyimpulkan bahwa peneliti tidak 

membolehkan tabungan emas karena menganggap bahwa emas dan perak 

adalah S}aman (alat tukar, uang) yang dalam akadnya harus dilakukan secara 

tunai.
16

 

Jurnal tersebut terdapat kesamaan dalam pokok permasalahannya yaitu 

sama-sama membahas tabungan emas dan menggunakan metode penelitian 

yang sama yaitu penelitian lapangan (field research). Jadi yang membedakan 

yaitu dari segi fokus pembahasannya, dalam jurnal Khaerul Aqbar, dkk. lebih 

                                                             
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm. 29. 
16

 Khaerul Aqbar, dkk, “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di 

Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)”, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1 no.4, 

Desember 2020. 
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terfokus hukum Islam dan penulis memfokuskan pada pandangan tokoh NU 

dan Muhammadiyah. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Musdalifah Adha, Institut Agama Islam 

Negeri Parepare 2022 yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Jual beli 

Emas secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah”. 

Skripsi tersebut menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library 

Reaseach) yang bersifat pendekatan kualitatif dan menggunakan metode 

document Study. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemikiran An-Nawawi 

terkait jual beli emas dengan sistem mengkredit tidak diperbolehkan, beliau 

menyatakan bahwa emas tergolong bahan ribawi di mana di dalam proses 

transaksinya harus tunai. Sedangkan Ibn Taymiyyah membolehkan jual beli 

emas secara kredit. Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa emas diperbolehkan 

untuk diperjualbelikan secara kredit karena ia percaya bahwa emas bukan lagi 

menjadi alat tukar.
17

 

Pada skripsi tersebut juga terdapat kesamaan, yakni sama-sama 

membahas tentang jual beli emas non tunai atau tabungan emas. Yang 

membedakan adalah jenis penelitiannya, dalam skripsi Musdalifah Adha 

menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) sedangkan 

penulis menggunakan penelitian lapangan (field research). Fokus 

pembahasannya juga berbeda, dalam skripsi tersebut fokus membahas 

mengenai jual beli emas non tunai menurut An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. 

Sedangkan pada penelitian yang akan ditulis penulis mengenali pandangan 
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 Musdalifah Adha, “Studi Komparasi Tenjang Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut 

Pandangan An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah”, Skripsi, Parepare: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam, IAIN Parepare, 2022. 
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tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kota Banyumas tentang 

praktik tabungan emas. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Annisa Mutiarni, Institut Agama Islam 

Negeri Salatiga 2021 yang berjudul “Tabungan Emas di Pegadaian Syariah 

dalam Prespektif Hukum Islalm”.  Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penerapan 

hukum yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat 

dan untuk mengetahui bagaimana praktik tabungan emas yang ada di 

Pegadaian Syariah cabang Mertoyudan apakah sudah selaras dengan 

prespektif hukum Islam yang ada. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

ketentuan dan praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syari'ah Cabang 

Mertoyudan menggunakan akad murabahah (jual beli) dan akad wadi'ah 

(titipan), dan prespektif hukum Islam terhadap praktik tabungan emas di 

Pegadaian Syari'ah Cabang Mertoyudan telah sesuai dan diperbolehkan sebab 

emas itu dijadikan sebagai objek atau barang yang diperjual belikan seperti 

halnya pakaian dan barang lainnya, dan emas tidak digunakan sebagai alat 

tukar yang sah (ts|aman) yang dipersamakan dengan uang kartal.
18

 

Penelitian tersebut mempunyai pokok permasalahannya yang sama yaitu 

sama-sama membahas praktik tabungan emas dan juga sama dalam 

menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian lapangan (field 

research) hanya saja berbeda tempat penelitian dan pandangannya. Dalam 

skripsi tersebut bertempat di Pegadaian Syari'ah Cabang Mertoyudan dan 

menggunakan prespektif Hukum Islam sedangkan penulis bertempat di 
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 Annisa Mutiarani, “Tabungan Emas Di Pegadaian Syari’ah Dalam Prespektif Hukum 

Islam” (Studi Kasus Di Pegadaian Syari’ah Cabang Mertoyudan), Skripsi, Salatiga: Fakultas 

Syariah, IAIN Salatiga, 2021. 
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Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto menggunakan pandangan 

tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

Keempat, Tesis yalng ditulis oleh Atiatul Faiqah, Institut Ilmu Al-

Qur’an Jakarta 2021 yalng berjudul, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syalriah Kantor Pusat 

dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI NO.77 TAHUN 2010”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (deskriptif kualitatif) dan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kasus. 

Penelitialn ini menyimpulkan yaitu: Pertama, Tabungan emas di Pegadaian 

Syariah menggunakan akad Ijarah, di mana pihak nasabah menitipkan 

emasnya kepada pihak Pegadaian Syariah Jakarta Pusat. Kedua, Jumhur 

Ulama mengharamkan jual beli emas secara angsuran di antaranya mayoritas 

ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah), karena beranggapan 

emas sebagai alat tukar. Namun, ada Ulama yang menghalalkan jual beli emas 

secara tidak tunai, di antaranya Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, karena emas 

adalah sebagai barang dan diadopsi dalam Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-

MUI/V/2010. Ketiga, Fatwa DSN-MUI No.77/ DSN-MUI/V/2010 dijadikan 

rujukan Pegadaian Syariah Jakarta Pusat atas tabungan emas.
19

 

Pada tesis tersebut mempunyai pokok permasalahan dan metode 

penelitian yang sama, yaitu, membahas praktik tabungan emas, dan 

menggunakan penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (field research) 

hanya berbeda dalam pandangannya dan lokasi penelitian. Tesis Atiatul 
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 Atiatul Faiqah, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan 

Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI NO.77 

Tahun 2010 (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat)”, Tesis, (Jakarta: 

Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta.)  
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Faiqah membahas Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap produk 

tabungan emas sedangkan yang akan ditulis penulis mengenai pandangan 

tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap produk 

tabungan emas. 

Kelima, yang ditulis oleh Kalya Vidi Hammida, Dian Septiandani, 

Dhian Indah Astanti, Universitas Semarang yang berjudul, “Tabungan Emas 

Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 

Indonesia: Studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan 

Square”. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan 

yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. 

Menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 

Tinjauan Hukum Positif Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan 

Square mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata bahwa Tabungan emas 

merupakan suatu bentuk perjanjian di mana harus dipenuhinya syaratnya, 

namun dengan karakteristik bahwa Tabungan Emas adalah persetujuan yang 

bersifat jual beli sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdata 

dan penitipan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1694 KUHPerdata. Jual 

beli emas secara tidak tunai pada PT. Pegadaian Syariah unit Ngaliyan Square 

impemestasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-

MUI/2010. Selain itu, Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan 

Square juga memiliki Undang-Undang sendiri yang dibuat oleh Pegadaian 

Syariah yang tetap tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesial.
20
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Pada jurnal tersebut terdapat kesamaan dalam permasalahannya yang 

sa lmal-sa lma l membalha ls talbunga ln ema ls, da ln mengguna lka ln penelitialn ya lng 

sa lmal ya litu penelitialn lalpa lnga ln (field resealrch). Terdalpa lt perbedalaln juga l 

a lntalra l jurnall daln skripsi ya lng a lka ln ditulis penulis ya litu dalri segi 

perspektifnya l. Jurna ll ya lng ditulis oleh Ka lyla l Vidi Ha lmmidal, Dia ln 

Septialnda lni, daln Dhia ln Inda lh Alsta lnti mengguna lka ln Perspektif Hukum Isla lm 

da ln Hukum Positif Indonesia l sedalngka ln penulis mengguna lka ln pa lndalnga ln 

Orma ls ya litu Na lhdlaltul Ulalmal (NU) da ln Muha lmmaldiya lh. 

F. Sistematika pembahasan 

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis dan membahas sebuah 

penelitian supaya dapat dipahami serta sistematis, maka peneliti dalam 

membahas skripsi ini akan membagi menjadi lima bab. Oleh karena itu 

peneliti membuat susunan sistematika pembahasan dalam penelitian sebagai 

berikut: 

Bab Pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.  

Bab Kedua, yaitu membahas mengenai landasan teori yaitu jual beli, 

akad murabahah, akad wadi’ah, dan badan perantara. 

Bab Ketiga, yaitu membahas metode penelitian yang mana di dalamnya 

memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, dumber data, metode 

pengumpulan data, dan analisis data. 

Bab Keempat, yaitu membahas tentang gambaran umum Pegadaian 

Syariah, praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah, dan analisis Pandangan 
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Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap tabungan emas 

Kabupaten Banyumas. 

Bab Kelima, yaitu kesimpulan yang berisi tentang jawaban-jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah serta 

saran-saran yang ditulis oleh peneliti dan kata penutup sebagai akhir dari 

pembahasan permasalahan yang diteliti. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli merupakan terjemah dari kata al-bai’ yang berarti 

menjual, menggati, dan menukar sesuatu barang dengan barang yang lain. 

Lawan kata al-bai’ yaitu asy-syira yang mempunyai arti beli. Lebih 

tepatnya asy-syira mempunyai arti sifat yang ditunjukan bagi orang yang 

melakukan aktivitas pembelian. Akan tetapi kata al-bai’ memiliki arti jual 

sekaligus memiliki arti beli. Jual beli atau bisnis menurut Bahasa yaitu 

menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
21

 Sedangkan menurut 

istilah jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda atau benda 

dengan uang dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dari 

yang satu dengan yang lain.
22

 

Adapun dari segi istilah, terdapat beberapa definisi jual beli yang 

dikemukakan oleh ulama yaitu:  

a. Ulama Syafi’iyah merumuskan definisi jual beli merupakan kegiatan 

menukarkan harta dengan harta dengan syarat-syarat khusus untuk 

memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat yang bersifat kekal. 

b. Ulama Hanabilah merumuskan definisi jual beli merupakan kegiatan 

menukarkan harta atau menukarkan manfaat yang diperbolehkan untuk 

selama-lamanya, dan bukan hutang ataupun riba.
23
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 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i Mengupas Masalah Fiqiyah Berdasarkan Al-
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Vol. 3, no. 2 Tahun 2015, hlm. 240-241. 
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c. Ulama Malikiyah merumuskan definisi jual beli dilihat dari dua makna 

yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli 

dalam makna umum yaitu perjanjian untuk menukarkan sesuatu yang 

tidak bermanfaat dan tidak dinikmati. Pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh dua belah pihak (penjual 

dan pembeli), objeknya yaitu berupa benda bukan manfaat atau bukan 

hasilnya. Sedangkan jual beli dalam makna khusus yaitu perjanjian 

untuk menukarkan sesuatu yang memiliki kriteria antara lain, selain 

manfaat dan bukan untuk menikmati kesenangan, yang memiliki daya 

tarik, penukarannya bukan emas atau perak, bendanya dapat 

diwujudkan dan barangnya ada (tidak ditangguhkan), objeknya harus 

jelas dan bukan hutang. Baik barang itu ada dihadapan pembeli atau 

tidak dan sifat barang tersebut diketahui atau telah diketahui 

sebelumnya oleh pembeli.
24

      

d. Ulama Hanafiah merumuskan definisi jual beli merupakan kegiatan 

menukarkan harta dengan metode tertentu. Harta yang digunakan 

merupakan harta yang memiliki manfaat di mana manusia cenderung 

menggunakannya. Metode yang dimaksud merupakan ungkapan sigat 

ijab dan qabul.
25

 Sebagai contoh barang-barang yang tidak bermanfaat 

bagi seorang muslim yaitu: minuman keras dan bangkai. 

e. Imam Nawawi merumuskan definisi jual beli merupakan saling 

menukarkan barang dengan tujuan memberikan kepemilikan. 

                                                             
24

 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53. 
25

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian 

Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75. 
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f. Ibnu Qudamah merumuskan definisi jual beli merupakan saling 

menukarkan barang dengan barang dengan tujuan memberi 

kepemilikan dan menerima hak milik.
26

 

Jadi jual beli merupakan salah satu cara yang digunakan oleh manusia 

atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan menukarkan barang 

dengan uang atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. 

2. Dasar hukum jual beli 

Hukum jual beli hukumnya mubah (boleh) apabila dilihat dari 

kacamata hukum. Jual beli mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang 

menurut syara’. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli antara lain:    

a. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Al-Qur’an antara lain:  

1) Allah SWT berfirman Qur’an surah Al-Baqarah [2]: 275  

َذَٰ َالْم س ِۗ بَّطهَُُالشَّيْطٰنَُمِن  كَ م اَي  قُوْمَُالَّذِيَْي  ت خ  َاِلًَّ َي  قُوْمُوْن  َالر بِٰواَلً  َيَ ْكُلُوْن  َا لَّذِيْن  لِ َ 
اۤء هَم وْعِظ ةٌَمِ نَْرَّبِ هَبِِ ن َّهُمَْق الُوْْٓاَاِنََّّ اَالْب  يْعَُمِثْلَُ َُالْب  يْع َو ح رَّم َالر بِٰواَۗف م نَْج  الر بِٰواَۘو ا ح لََّاللّٰ 

َا صْحٰبَُالنَّارَِ ىِٕ َ 
ۤ
َاللّٰ ََِۗو م نَْع اد َف اوُلٰ َو ا مْرهَُاِلَ  ۗ

هُمَْفِي ْه اَخٰلِدُوْنَ َجف انْ ت  هٰىَف  ل هَم اَس ل ف   
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu 

karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Barangsiapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia 

berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu dan menjadi 

miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 

mengulangi, maka mereka itu penghunu neraka, mereka kekal di 

dalamnya)”.
27

 

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan riba yang mana 

diisyaratkan seperti orang yang kerasukan setan, dan itu merupakan 
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hal yang sangat dilarang dalam dunia jual beli karena Allah SWT 

sudah melarang melakukan perbuatan riba.  

2) Dan firman-Nya Qur’an surah An-Nisa [4]: 29 

َتِِ ار ة َع نَْ َتَ ْكُلُوْْٓاَا مْو ال كُمَْب  ي ْن كُمَْبِِلْب اطِلَِاِلًََّْٓا نَْت كُوْن  نُ وْاَلً  َاٰم  ت  ر اضٍَيْٰٓ ي ُّه اَالَّذِيْن 
َبِكُمَْر حِيْم ا كَ ان  َت  قْتُ لُوْْٓاَا نْ فُس كُمََْۗاِنََّاللّٰ   نْكُمََْۗو لً   مِ 

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, 

Allah maha penyayang kepadamu).
28

 

Maksud dari dasar hukum di atas yaitu, bisa dipahami bahwa 

jual beli adalah sesuatu kegiatan mulia dan dibolehkan. Apabila 

orang yang melakukannya dengan cara jujur, dan saling rid}a atau 

rela. 

b. Adapun dasar hukum dari As-Sunnah antara lain: 

1) Hadis| Rifa’ah Ibnu Rafi’
29

 

َُع ل يْهَِو س لَّم َسُئِل َ:َأ يَُّ َُع نْهَُ}َأ نََّالنَّبََِّص لَّىَاللَّّ َاللَّّ ع نَْرفِ اع ة َبْنَِر افِعٍَر ضِي 
َ:َع م لَُالرَّجُلَِبيِ دِهَِ،َو كُلَُّب  يْعٍَم ب ْرُورٍَ{َر و اهَُالْب  زَّارَُ الْك سْبَِأ طْي بَُ؟َق ال 

هَُالْْ اكِمَُ  و ص حَّح 
“Dari Rifa’an bin Rafi’ bahwasannya Nabi saw. Ditanya: Apa 

pencarian yang lebih baik. Jawabnya: “bekerja dengan seseorang 

dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. 

(Diriwayatkan oleh al-bazar dan di shahihkan oleh al-hakim)”.
30

 

Hadis| di atas menjelaskan bahwasanya mencari sebuah rezeki 

itu harus dengan cara yang baik dan halal, tidak di perkenankan 
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melakukan hal yang tercela atau menipu orang lain dengan jalan 

jual beli, hal ini diisyaratkan bahwasanya sebaik-baiknya mencari 

rezeki adalah dengan cara melakukan jual beli yang baik tanpa 

adanya sebuah penipuan kepada salah satu pihak yang melakukan 

transaksi. 

2) Hadis| Ibnu Umar
31

 

»َعنَعبدَاللهَبنَعمرَرضيَاللهَعنهَقال:َقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوَسلم:َ
اءَِ وفَِرواية:َمعَالنبيينَوَالصديقينَ –التَّاجِرَُالْ مِيُنَالصَّدُوقَُالْمُسْلِمَُم ع َالشُّه د 

رواهَابنَماجهَوالْاكمَوالدارقطنيَوغيرهم«َي  وْم َالْقِي ام ةَِ –وَالشهداءَ  
“Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasululloh Saw telah bersabda: 

Pedagang yang jujur (benar), dapat dipercaya dan muslim, akan 

Bersama para syuhada di hari kiamat (HR. Ibnu Majah)”. 

Maksud dari dasar hukum di atas yaitu, di dalam jual beli 

tidak boleh ada unsur penipuan dan penghkianatan. Karena ketika 

salah satu yang melakukan penipuan atau penghianatan maka akan 

menimbulkan perselisihan, oleh karena itu budi pekerti yang baik 

dan jujur akan menimbulkan sebuah keselamatan untuk manusia itu 

sendiri. 

3. Rukun Jual Beli 

Rukun berasal dari Bahasa arab yaitu rukun yang merupakan 

bentuk jamak yaitu arkan. Rukun merupakan suatu yang harus dikerjakan 

dalam memulai suatu pekerjaan. Sedangkan arkan merupakan hal-hal yang 

harus ada untuk terwujudnya suatu pekerjaan.
32
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Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha terkait dengan 

rukun jual beli. Menurut maz|hab Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab 

dan qabul. Maz|hab Hanafiyah menganggap bahwa rukun jual beli itu 

hanya kerelaan antara kedua belah pihak ketika melakukan transaksi jual 

beli. Akan tetapi, unsur kerelaan adalah unsur hati yang yang sifatnya 

abstrak dan sulit diketahui, maka perlu adanya indikasi yang memberi 

petunjuk terhadap kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.
33

 Sedangkan 

menurut jumhur Ulama rukun jual beli itu ada tiga, yaitu:
34

 

a. Penjual dan pembeli 

b. Ijab qabul (S}igat) 

c. Barang yang dijual (Ma’qud ‘alaih) 

4. Syarat-syarat jual beli 

Para Ulama maz|hab berbeda pendapat dalam menentukan syarat-

syarat yang terdapat dalam rukun jual beli, baik akad, aqid ataupun 

ma’qud ‘alaih. Adapun pendapat mereka akan diuraikan di bawah ini: 

a. Syarat orang yang sedang berakad (aqid) 

1) Aqid harus balig dan berakal 

Dalam hukum Islam balig (dewasa) dan berakal sehat dapat 

diartikan bahwa keduanya telah cakap dalam melakukan perbuatan 

hukum. Jika dilihat dari syarat ini, jual beli di bawah umur dan 

orang yang tidak mempunyai akal sehat, menurut jumhur ualama 

dianggap tidak sah. Akan tetapi menurut maz|hab Hanafi, balig 

tidak menjadi syarat sah jual beli. Menurut ualama Hanafiyah 
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akadnya anak kecil yang belum balig akan tetapi sudah bisa 

mebedakkan antara hal yang baik dan bukuk (mumayiz) dan dapat 

melakukan akad jual beli, selama jual beli itu tidak menimbulkan 

kerugian bagi dirinya sendiri dan mendapat izin atau persetujuan 

serta mendapat izin atau persetujuan dari walinya maka 

transaksinya dihukumi sah.
35

  

2) Beragama Islam 

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda 

tertentu. Contoh, seseorang dilarang menjual hambanya yang 

beragama Islam, karena kemungkinan besar pembeli tersebut akan 

merendahkan aqid yang beragama Islam, sedangkan Allah 

melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir 

untuk merendahkan kaum mukmin.
36

  

3) Atas dasar kehendak sendiri, dalam hal ini tidak ada unsur paksaan 

apapun dari pihak lain. 

4) Berakal sehat atau tamyiz 

Dalam hal ini bisa membedakan dan dapat memilih mana 

yang baik dan buruk, sehingga akad jual beli tidak akan dianggap 

sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak berakal. 

b. Syarat Ma’qud ‘Alaih 

Ma’qud ‘alaih adalah barang yang diperjualbelikan (objek 

akad). Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para Ulama dan harus 

ada dalam Ma’qud ‘alaih ada 4 yaitu: 

                                                             
35

 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah …, hlm. 58. 
36

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76. 



 

 

25 

1) Barang yang diperjualbelikan ada dan dapat diketahui pada saat 

akad, apabila barang tersebut tidak ada maka jual beli tidak sah. 

Untuk mengetahui barang yang akan dibeli perlu dilihat walaupun 

ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli menggunakan 

akad salam. Jual beli menggunakan akad salam adalah jual beli 

sesuatu yang sifat-sifatnya telah ditentukan terlebih dahulu (namun 

barangnya belum di serahkan) dengan pembayaran tunai.
37

 Sebagai 

contoh, ada pembeli melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi 

shoope, barangnya tidak terlihat pada saat akad. Akan tetapi di 

aplikasi tersebut sudah tertera sifat-sifat barang tersebut (di 

jelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang 

yang sudah dijelaskan. Namun jika barang tersebut berbeda dengan 

sifat-sifat yang disebutkan maka pembeli berhak melakukan khiyar 

yaitu hak memilih meneruskan akad atau membatalkannya. 

2) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bernilai. Bernilai 

yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari 

aturan agama Islam dan memiliki manfaat bagi manusia.
38

 Sebagai 

contoh, khamr, bangkai dan darah apabila dijadikan objek jual beli 

hukumnya tidak sah. Karena menurut syara’ bagi seorang muslim 

barang-barang tersebut tidak bermanfaat.  

3) Barang yang diperjualbelikan milik penjual. Maka, jual beli barang 

yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.
39

 Sebagai contoh, 

memperjual belikan ikan yang masih ada di laut, burung yang ada di 
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angkasa, hukumnya tidak sah karena ikan dan burung tersebut 

belum menjadi milik penjual. 

4) Barang boleh di sahterimakan pada waktu akad. Artinya barang 

yang dijual harus konkrit dan ada pada saat akad (berlangsungnya 

transaksi).
40

  

c. Syarat sahnya akad jual beli (ijab qabul) 

1) Ijab dan qabul dilakukan oleh orang yang balig dan berakal 

2) Qabul sesuai dengan ijab, dalam artian antara penjual dan pembeli 

selaras dalam melakukan jual beli, apakah qabul tidak sesuai 

dengan ijab maka jual beli tidak dianggap sah. 

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat, dalam artian penjual 

dan pembeli berada dalam satu tempat dan membicarakan topik 

yang sama. 

d. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafaz|) 

e. Syarat mengikat (syarat luzum)  

5. Prinsip jual beli 

Selain memiliki dasar hukum kebolehan, rukun serta syarat, dalam 

melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan prinsip-prinsip jual 

beli, agar kemaslahatan kedua belah pihak tetap terjalin dengan baik. 

Prinsip-prinsip jual beli antara lain: 

a. Prinsip Keadilan 

Prinsip keadilan menurut pandangan Islam adalah aturan yang 

paling penting dalam demua aspek ekonomi. Ciri-ciri keadilan dalam 

jual beli adalah tidak memaksa orang untuk membeli barang dengan 
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harga tertentu, dan tidak ada pegangan orang yang bermodal kuat 

melawan orang kecil yang lemah. 

b. Prinsip suka sama suka 

Prinsip suka sama suka merupakan prinsip yang menunjukkan 

bahwa seseorang yang melakukan jual beli baik penjual ataupun 

pembeli ketika melakukan jual beli harus berdasarkan saling rela. 

Kerelaan yang dimaksud yaitu kerelaan ketika menyerahkan atau 

melepas hak milik atas harta atau menerima harta yang menjadi objek 

jual beli. 

c. Prinsip Bersikap benar amanah dan jujur.
41

 

Kebenaran adalah hal yang sangat penting dalam jual beli. 

Dalam agama tanpa kebenaran tidak akan kokoh dan stabil. Dalam 

kegiatan muamalah, pedagang dalam melakukan promosi dan 

menetapkan harta harus benar tidak boleh berbohong atau bat}il. karena 

sifat pedagang yang disukai Allah adalah orang yang bertakwa. Selain 

itu, ada prinsip jujur bahwa seorang penjual harus bersifat jujur. 

Kejujuran mendasari orang lain untuk mendapat kebahagiaan serta 

kebaikan yang diinginkan dengan cara memberi tahukan kecacatan 

barang yang diketahuinya dan tidak dilihat pembeli. Sifat curang, di 

mana menggandakan harga pada orang yang tidak mengetahui harga 

pasar maka tidak diperbolehkan, hal ini melanggar prinsip jujur. Selain 

prinsip benar dan jujur juga terdapat prinsip amanah. Dalam hal jual 

beli, amanah dapat berarti memberikan hak kepada pemilknya dengan 
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tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi hak orang lain, yaitu 

harus sesuai dengan ditransaksikan, baik barang maupun harga.
42

 

6. Macam-macam jual beli 

Macam-macam jual beli dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari 

segi hukum, ada dua jenis transaksi jual beli, yaitu yang sah dan batal. Jual 

beli berdasarkan objek barangnya dibagi menjadi empat, yaitu: 

a. Bai’ al-mutlaq, yaitu proses pertukaran barang dengan alat ukur yang 

disepakati, berupa uang. Contohnya, seorang pengusaha menjual emas 

lalu ada orang yang membelinya dengan harga yang sudah ditentukan 

oleh penjual.  

b. Bai’al-salam, yaitu jual beli pesanan di mana barangnya tidak 

langsung diserahkan dalam waktu tertentu dan pembayaran dilakukan 

di awal.
43

 Contohnya “pembelian di aplikasi shopee di mana pembeli 

bertansaksi dengan membayar penuh sebelum menerima produknya. 

Selain itu, produk pun diberikan keterangan mengenai wujudnya, dan 

pembeli mendapatkan barangnya di kemudian hari. 

c. Bai’ al-sarf, yaitu jual beli dan penukaran uang dengan alat tukar lain, 

baik sejenis ataupun tidak, Contohnya, penukaran emas dengan emas, 

perak dengan perak, rupiah dengan dolar atau sebaliknya. 

d. Bai’ al muqayadah, yaitu jual beli barter dengan cara menukar barang 

selain emas dan perak. Contoh tukar-menukar pir dengan apel akan 

tetapi dengan syarat jumlah dan kadarnya harus sama.
44
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Macam-macam jual beli yang ditinjau dari batasan nilai tukar 

barang dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Bai’ al-Musawamah, yaitu kegiatan jual beli yang harganya disepakati 

melalui proses tawar menawar di mana penjual tidak menyebut harga 

asli barang yang dibelinya.  

b. Bai’ al-Muzayadah yaitu kegiatan jual beli di mana penjual memberi 

tahukan harga pasar kepada pembeli, pembeli akan membelinya 

dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. 

c. Bai’ al- Amanah, yaitu sebuah penjualan yang harganya dibatasi 

dengan harga awal, bisa ditambah atau dikurangi. Disebut bai’ al-

amanah sebab penjual dipercaya jujur ketika memperlihatkan harga 

barang. Contoh penjual berkata: “aku beli barang ini dengan harga 

Rp. 130.000 dan saat ini aku akan jual kepadamu dengan harga 

Rp.150.000”. Jual beli tersebut dibagi menjadi tiga jenis, yakni:  

1) Bai’ al-Murabahah yaitu penjual dalam melakukan penjualan 

sesuai dengan harga asal dan ditambah dengan keuntungan sesuai 

kesepakatan, contohnya, terdapat seseorang yang membeli mobil 

seharga Rp. 120.000.000 sudah termasuk biaya pajak, dan lainnya. 

Kemudian, saat ia menjual mobil tersebut pada orang lain ia 

menyebut harga beli ditambah dengan keuntungan yang ia inginkan 

sebesar Rp. 20.000.000, sehingga harta penjualan menjadi Rp. 

140.000.000.
45

 

2) Bai’ al-tauliyah yaitu penjual dalam melakukan penjualan sesuai 

dengan harga asal tanpa menambah atau menguranginya. 
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3) Bai’ al-wadi’ah yaitu penjual dalam melakukan penjualan sesuai 

dengan harga asal serta menyebutkan diskon atau potongan harga.
46

 

Macam jual beli ditinjau berdasarkan hukumnya dibagi menjadi 

empat, yaitu: 

a. Bai’ al-mun’aqid kebalikan dari bai’ al-batil, yaitu jual beli yang 

diperolehkan menurut syara’. 

b. Bai’ al-s}ahih kebalikan dari bai’ fasad yaitu jual beli yang syarat 

sahnya sudah dipenuhi. 

c. Bai’ al-nafiz kebalikan dari bai’ al-mauquf yaitu jual beli yang 

dihukumi sah apabila dilakukan oleh orang yang balig dan berakal. 

d. Bai’ al-lazim kebalikan dari bai’ gairu lazim yaitu jual beli yang 

dihukumi sah secara sempurna, yang di dalamnya tanpa ada khiar.
47

 

7. Jual beli yang dilarang 

Jual beli pada dasarnya hukumnya sah-sah saja, sampai ada dalil 

yang memberi petunjuk jika transaksi jual beli itu dilarang karena fasid 

atau rusak. Dalam melakukan jual beli terdapat hal-hal yang tidak 

diperbolehkan dalam aturan Islam mengenai transaksi tersebut. Berikut 

adalah jual beli yhalang dilarang oleh Islam: 

a. Jual beli yang terdapat unsur riba 

Riba memiliki arti bertambah dari asalnya. Jual beli riba, yaitu 

jual beli dengan barang ribawi yang dilakukan secara tidak tunai dan 

dari segi jumlah dan ukurannya tidak sama. Barang-barang ribawi yakni 
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emas dan perak, makanan atau yang sejenisnya.
48

 Contoh, seseorang 

menukarkan 10 gr emas (20 karat) dengan 11 gr emas (19 karat). 

Dalam transaksi tersebut, termasuk riba, karena terdapat 

kelebihan timbangan pada barang salah satu pihak, di mana syarat sah 

dalam transaksi barang ribawi, maka harus kontan, saling menyerahkan, 

dan timbangannya sama. 

b. Jual beli najasi> 

Adalah jual beli dengan cara melakukan kerjasama dengan 

seseorang yang tujuannya menaikkan harga barang dan tidak 

membelinya, yakni seseorang hanya pura-pura menawarnya untuk 

memikat pembeli, juga menipu pembeli agar membeli barang dengan 

harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Jelas hukum jual beli 

najasi> tersebut haram. Alasan haramnya yakni terdapat unsur 

penipuan.
49

 Contoh: pembeli A menawar buah anggur di pasar dengan 

harga 50 ribu. A merupakan orang yang benar-benar akan membeli 

buah anggur. Kemudian datang pembeli B, merupakan orang yang 

berpura-pura menawar anggur tersebut dengan harga 75 ribu. Karena 

pembeli A takut tidak mendapatkan buah anggur tersebut dan sangat 

menginginkan anggur tersebut, maka pembeli A menaikkan 

penawarannya menjadi 80 ribu dan pada akhirnya penjual menjualnya 

pada pembeli A dengan harga 80 ribu.  
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c. Jual beli rukban 

Jual beli rukban adalah jual beli yang dilakukan oleh seorang 

penjual yang berasal dari desa, namun sebelum sampai di pasar 

barangnya sudah dibeli, padahal penjual tidak mengetahui harga 

sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian yang besar.  

d. Jual beli dengan cara monopoli 

Merupakan sebuah trik jual beli yang dilakukan seorang 

pembeli dengan cara menahan barang untuk tidak dipasarkan sehingga 

permintaan meningkat serta harganya naik, kemudian barang tersebut 

dipasarkan setelah harganya naik.  

e. Jual beli menipu 

Merupakan penjual dengan sengaja menutupi barang yang cacat 

untuk mengelabuhi pembeli agar tetap membelinya. Jual beli dengan 

cara tersebut dilarang, sebab tidak sesuai dengan perilaku seorang 

muslim. Jual beli seperti itu tidak akan diberkahi oleh Allah. 

f. Jual beli paksaan 

Jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa salah satu pihak, 

hal tersebut dilarang oleh Allah, serta dapat membatalkan akad jual 

beli.
50

 

Melihat kejadian di Lembaga Keuangan Syariah non Bank 

terkhusus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto dalam 

penerapan praktik tabungan emas memang terdapat unsur jual beli. Yaitu 

pada proses transaksi penyerahan uang oleh nasabah kepada pegawai 

Pegadaian Syariah. Hal tersebut ada proses transaksi pertukaran secara 
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langsung antara penyerahan uang nasabah dan di konversikan langsung ke 

gram emas sesuai dengan nilai harga pasaran yang sedang berlaku ketika 

transaksi. Oleh karena itu sangat berkesinambungan dengan teori jual beli 

karena di dalam transaksi tersebut ada unsur pertukaran yang merupakan 

bagian dari jual beli.  

B. Akad Murabahah  

1. Pengertian Akad Murabahah 

Jual beli Murabahah berasal dari Bahasa arab yaitu, ar-ribhu yang 

berati kelebihan atau tambahan (keuntungan). Murabahah merupakan 

bentuk masdar dari ra>baha-yura>bihu-mura>bahatan yang mempunyai arti 

saling memberi keuntungan. Sedangkan secara bahasa yaitu memiliki arti 

saling.
51

 

Adapun dari segi istilah, terdapat beberapa definisi jual beli 

Murabahah yaitu:  

a. Menurut Ulama Hanafiyah yaitu, mengalihkan hak milik seseorang 

kepada orang lain sesuai dengan transaksi awal dan harga yang 

dilakukan pemilik ditambah keuntungan yang diinginkan. 

b. Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yaitu, akad jual beli yang 

dilakukan seseorang dengan menunjukkan harga beli penjual kepada 

pembeli ditambah keuntungan. 

c. Menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu, jual beli yang dilakukan seseorang 

dengan harga awal ditambah keuntungan.
52
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d. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio yaitu, jual beli barang dengan 

harga asal dan ditambahkan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ 

al-Murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang dia beli 

dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.
53

 

e. Menurut Bambang Herianto yaitu jual beli di mana harga dan 

keuntungan disepakati oleh penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah 

barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan kepada pembeli 

setelah akad jual beli dan pembayaran dilakukan baik secara 

mengangsur (cicilan) atau sekaligus.
54

 

f. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah yaitu, transaksi penjualan barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan penjualan 

Murabahah dengan penjualan yang bisa kita kenal adalah penjual 

memberitahu secara jelas kepada pembeli berapa pokok harga barang 

tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli 

dan menjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran keuntungan 

sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan
55

 

Jadi, jual beli Murabahah yaitu jual beli yang menyebutkan harga 

pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan laba 

dalam jumlah tertentu.
56

 Contoh: Seorang pedagang membeli motor bekas 

dengan harga Rp. 15.000.000. Kemudian dia menjual lagi motor tersebut 
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kepada pembeli, akan tetapi dia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 

500.000, jadi harga yang dijual pedagang motor tersebut sebesar Rp. 

15.500.000.  

2. Dasar Hukum Akad Murabahah 

a. Al-Qur’an 

Firman Allah QS. An-Nissa’: 29 

َ َء ام نُواَ۟لً  َتِِٰ ر ة َع نَت  ر اضٍَيَ ْٰٓ ي ُّه اَٱلَّذِين  تَ ْكُلُوْٓاَ۟أ مْوٰ ل كُمَب  ي ْن كُمَبِٱلْبٰ طِلَِإِلًََّْٓأ نَت كُون 
َبِكُمَْر حِيم ا كَ ان  َت  قْتُ لُوْٓاَ۟أ نفُس كُمََْۚإِنََّٱللَّّ   مِ نكُمََْۚو لً 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS. An-Nisa: 29).
57

 

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwasannya kita sebagai 

umat muslim tidak boleh memakan harta saudara kita, kecuali dengan 

jalan perdagangan yang saling rela sama rela. 

Dan Firman-Nya Qs. Al-Baqarah: 275 

َُالْب  يْع َو ح رَّم َالر بِٰواَۗ...  ...و ا ح لََّاللّٰ 
“…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba…”
58

 

Maksud dari ayat di atas menerangkan bahwa jual beli 

diperbolehkan oleh Allah dan melarang adanya riba. 

 

 

  

                                                             
57

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, …, hlm. 83. 
58

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, …, hlm. 48. 



 

 

36 

b. Al-Hadis| 

1) Ibnu Majah  

عنَسهيبَرضيَاللهَعنهَانَالنبَِصلىَاللهَعليهَوسلمَقالَ:َثلاثَفيهنَالبركةَ
59وخلطَالبربَِلشعيرَللبيتَلًَللبيعَ)رواهَابنَماجه(َرضةاقلماجلَواالبيعَالََ  

Diriwayatkan dari s}uhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara 

tidak tunai, muqarad}ah (mud}arabah), dan mencampur gandum 
dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” 

Hadis| di atas menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan 

secara tempo diperbolehkan, begitu juga dengan pembiayaan 

Murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam artian nasabah 

diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga 

barang sesuai kesepakatan. 

َالنَّبَُِّص لَّىَااللهَُع ل يَْ يَ ْخُذَُللِن َّف ق ةَِربِْْ اَو ق ال  َو  َالْع ش ر ةَُبَِ ح د َع ش ر  هَِع نَْمُُ مَّدٍَلً َبَ ْس   
عْرُوفَِ)صحيحَ 60 كَِبِِلْم  لَّم َلِِنِْدٍَخُذِيَم اَي كْفِي ََِو و ل د  البخاري(و س   

Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan 

sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda 

Nabi saw kepada Hindun:” Mengambillah engkau pada apa-apa 

yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik. 

Dari penjelasan arti penjelasan hadis| di atas 

menggambarkan bahwasanya ketika mengambil keuntungan dalam 

bertransaksi itu boleh, dengan diniatkan untuk memberi nafkah 

kepada keluarganya, hal ini sangat berbeda riba. 
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3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah 

a. Rukun Murabahah  

Secara umum akad Murabahah mempunyai beberapa rukun dan 

syarat yang telah ditentukan agar mencapai keabsahannya. Rukun 

Murabahah di antaranya yaitu: 

1) Penjual; 

2) Pembeli; 

3) Barang;  

4) Ijab qabul. 

b. Syarat Murabahah 

Syarat Murabahah berhubungan dengan rukun Murabahah itu 

sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi Murabahah 

adalah sebagai berikut: 

1) Penjual  

Syarat penjual yaitu memberi tahu biaya modal kepada 

nasabah, dan penjual harus memberi tahu apabila ada kecacatan 

terhadap barang yang telah dibeli, serta penjual harus menyampaikan 

semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika 

pembelian dilakukan secara utang. 

2)  Pembeli 

Syarat pembeli yaitu memahami kontrak yang telah disepakati 

bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli. 

3) Barang (objek) 

Syarat barang (objek) yaitu tidak ada kecacatan dan sesuai 

dengan kesepakatan. 
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4) Ijab qabul 

Syarat ijab qabul adalah kontrak pertama harus sah dengan 

rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba. 

c. Prinsip Murabahah 

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas 

barang yang sudah dibeli, penjual harus menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara 

utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.
61

 

Dalam syarat Murabahah yang sudah dijelaskan di atas, jika ada 

salah satu syarat tidak terpenuhi, pembeli memiliki hak untuk memilih, 

di antaranya: 

1) Melanjutkan pilihan seperti apa adanya. 

2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas 

barang yang dijual. 

3) Membatalkan kontrak. 

Rukun dan syarat sah akad Murabahah diatur dalam pasal 22 

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi subjek 

akad (al ‘aqidain), objek akad (mahallul ‘aqad), tujuan akad (maud}u’ul 

aqad), dan kesepakatan atau Ijab dan qabul (sigat al-’aqad).
62

 

4. Implementasi Murabahah di Lembaga Keuangan Syriah 

Jika dilihat dari konteks Lembaga Keuangan Syariah, Murabahah 

adalah akad jual beli antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah 
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atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. 

Lembaga Keuangan Syariah akan membelikan barang yang dibutuhkan 

dan menjualkannya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah 

keuntungan yang telah disepakati.  

Praktik Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah mempunyai 

prinsip yang dilandaskan pada dua unsur utama yaitu harga beli dan biaya-

biaya yang terkait serta kesepakatan atas keuntungan yang diperoleh 

Lembaga tersebut. 

Ciri-ciri akad Murabahah dalah Lembaga Keuangan Syariah adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembeli harus mengetahui biaya yang terkait dengan harga asli barang 

tersebut, batas keuntungan harus ditetapkan dalam bentuk presentase 

dari total harga ditambah biaya. 

b. Barang yang dijual adalah barang yang dijual dengan uang 

c. Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan 

penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. 

d. Pembayaran ditangguhkan, dalam hal ini, pembeli hanya membayar 

uang muka yang benar dan nominalnya ditentukan dan disepakati 

bersama antara lembga keuangan syariah dengan nasabah.
63

 

5. Proses Murabahah 

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa di dalam transaksi Murabahah 

memiliki persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: 
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a. Mengetahui harga pokok 

Dalam jual beli akad Murabahah ini, penjual diwajibkan memberi 

tahu secara jelas terkait harga pokok atau harga awal dari suatu barang 

yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari terjadinya 

transaksi yang tidak jelas (garar) di antara kedua belah pihak. 

b. Mengetahui keuntungan yang ditetapkan 

Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli 

diwajibkan menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan yang akan 

ditetapkan dari barang yang dijual dan itu merupakan unsur terpenting 

yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela di antara kedua 

belah pihak.   

Skema Murabahah 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan: 

1) Pegadaian Syariah dan Nasabah melakukan akad. 

2) Pegadaian Syariah memesan barang ke PT. Emas Antam. 

3) Barang diserahkan dari PT. Emas Antam ke Pegadaian Syariah. 

4) Pegadaian Syariah menyerahkan Barang kepada Nasabah. 

5) Pembayaran oleh Nasabah. 

 

Pegadaian 

Syariah 
Nasabah 

PT. Emas 

Antam 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 
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Penerapan akad Murabahah dalam praktik tabungan emas di 

Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage yaitu pada kerjasama antara 

Pegadaian Syariah dengan PT. Emas Antam. Hal ini Pegadaian Syariah 

sebagai agen perantara dari PT. Emas Antam selaku pemilik emas. Dan 

kerja sama antara Pegadaian Syariah dengan nasabah itu saling menjaga 

komitmen kepercayaan yaitu nasabah menyerahkan uang kepada 

Pegadaian Syariah guna menitipkan uang berupa tabungan guna di 

tukarkan emas di kemudian hari ketika sudah mencapai batas penukaran 

yang sudah dikesepakati oleh nasabah dan pihak Pegadaian Syariah. Dan 

Pegadaian Syariah selaku pihak yang di amanahi nasabah untuk menjaga 

harta tersebut.  

C. Akad Wadi’ah 

1. Pengertian akad Wadi’ah 

Dalam segi Bahasa kata Wadi’ah memiliki makna meninggalkan, 

meningggalkan barang untuk dijaga oleh orang lain.  Namun kata yang 

lebih tepat yaitu al-Ida’ atau dapat diartikan sebagai penitipan bukan 

barang titipan (al-Wadi’ah).
64

 Lebih jelasnya akad Wadi’ah merupakan 

titipan murni yang mana ketika seorang atau sekelompok orang menitipkan 

barang kepada orang lain untuk dijaga oleh penerima barang tanpa ada 

jangka waktu pengambilanya, hal tersebut dapat dikatan dengan akad 

Wadi’ah. Di dalam buku karangan dari Beni Ahmad Soebani menyebutkan 

bahwasanya akad Wadi’ah atau akad titipan ini barang dapat diambil 

sewaktu-waktu tanpa adanya batasan oleh pihak penitip barang dan 
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penerima barang wajib menyerahkan barang titipan tersebut dalam segi 

uang atau yang lainya.
65

 

Adapun menurut istilah Wadi’ah dapat disimpulkan bahwa akad yang 

dilakukan oleh dua belah pihak yang mana satu di antara kedua orang 

tersebut menitipkan barang kepada pihak lain agar bisa dijaga dengan baik. 

Sementara dalam Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah 

menjelaskan bahwasanya akad Wadi’ah adalah akad penitipan barang atau 

uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang 

diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, 

serta keutuhan barang atau uang.
66

 Sedangkan di dalam al-Qur’an 

menjelaskan serta memberikan arti Wadi’ah sebagai amanah bagi orang 

yang menerima titipan dan ia wajib untuk mengembalikan pada waktu 

pemilik memintanya kembali.
67

  

Akad Wadi’ah dalam bahasa fiqh yang artinya barang titipan atau 

memberikan, juga diartikan memberikan harta untuk dijaga oleh 

penerimaannya.
68

 Oleh karena itu, Wadi’ah sering juga disebut dengan 

sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Dengan 

kata lain Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke 

pihak lain, baik individu maupun badan   hukum khusus yang harus dijaga 

dan dikembalikan kepada yang menitipkan kapan saja penitip 

menghendaki. 
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Adapun dari segi istilah, terdapat beberapa definisi Wadi’ah yang 

dikemukakan oleh Ulama Imam Maz}hab, yaitu:  

a. Maz}hab Hanafi 

Mendefinisikan Wadi’ah yaitu mengikut sertakan orang lain dalam 

memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, 

maupun isyarat. 

b. Maz}hab Maliki, Syafi’i dan Hambali (Jumhur Ulama) 

Mendefinisikan Wadi’ah yaitu mewakilkan orang lain untuk 

memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. 

Secara komulatif, Wadi’ah memiliki dua pengertian. Pertama, 

pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau 

mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. 

Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain 

dipelihara atau dijaganya.
69

 

2. Dasar Hukum Akad Wadi’ah 

a. Al-Qur’an 

Firman Allah SWT Surat an-Nisa ayat 58: 

َالنَّاسَِ مْتُمَْب  يْن  مُْركُُمَْا نَْتُ ؤ دُّواَالً م ن تََِاِلَ َا هْلِه اَو اِذ اَح ك  ي  ا نَْتَ ْكُمُوْاَبِِلْع دْلَِاِنََّاللهَ 
ي ْع اَب صِي ْر ا كَ ان َسَِ  نعِِم اَي عِظُكُمَْبِهَِاِنََّالله   اِنََّاللهَ 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha 

melihat”.
70
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Makna yang penulis simpulkan dengan adanya sebuah ayat 

penggalan di atas merupakan sebuah dasar yang memang harus ada di 

dalam sebuah akad wadi’ah. Jelas bahwasanya dalam pengertian akad 

wadi’ah di sini adalah sebuah titipan yang ketika seseorang pemilik 

harta tersebut meminta atau menarik harta yang telah dititipkan kesalah 

satu lembaga atau seseorang maka detik itu juga pihak yang diamanahi 

barang harus menyerahkan semua barang titipan. Sejalan dengan makna 

arti penggalan surat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa tidak 

diperbolehkan memakan yang bukan haknya serta harus menyerahkan 

amanah yang telah diamanahkan kepada kita. 

Dalam Firman-nya Surat al-Maidah ayat 1: 

م ايُ ت ْل ىَع ل يْكُمَْغَ  ةَُالْ نْ ع مَِإلًََّ يِْم  نُ وْاَأ وْفُ وْاَبِِلْعُقُوْدَِأُحِلَّتَْل كُمَْبَ  َء ام  ي ُّه اَالَّذِيْن  َيَ  ي ْر 
يْدَِو ا نْ تُمَْحُرمٌَُإِنََّاللّ  َيَ ْكُمَُم اَيرُيِْدَُمُُِلِ ىَالصََّ  

“Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
71

 

 

Dalam jual beli sudah sangat dianjurkan dan diharuskan untuk 

saling memenuhi atas apa yang sudah menjadi sebuah kesepakatan yang 

telah dibuat dengan orang lain. Dalam hal ini harus memenuhi semua 

kesepakatan-kesepakatan yang sudah menjadi keterikatan utnuk saling 

memenuhi atas kewajiban-kewajibanya. Karena aturan-aturan yang 

sudah menjadi dasar hukum selalu melekat di setiap transaksi. Oleh 

karena itu jika tidak melakukan atau wanprestasi maka sudah melanggar 
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aturan kesepakatan yang dibuat bersama. Dan itu menimbulkan 

kekecewaan di antara kedua belah pihak, sesungguhnya di dalam 

transaksi harus ada sebuah tujuan yang saling menguntungkan satu sama 

lain, bukan saling merugikan satu sama lain. 

Dalam Surat al-Anfal ayat 27 Allah Swt berfirman: 

وُْنُ وْاَا م ن تِكُمَْو ا نْ تُمَْت  عْل مُوْنَ يَ  ي ُّه اَالَّذَِ َو تَ  و الرَّسُوْل  وُْنُ وْاَاللهَ  نُ وْاَلً تَ  َا م  يْن   
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menghianati Allah 

dan Rasul dan (juga) janganlah kamu menghianati yang dipercaya 
kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

72
 

 

Penghainatan atau ketidaak patuhan seseorang terhadap apa yang 

menjadi sebuah kesepakatan sangatlah tercela, karena merugikan 

seseorang. Sudah sangat jelas bahwa melakukan perbuatan yang tidak 

sesuai maka akan diminta pertanggungjawaban yang setimpal.  

Dalam Surat al-Baqarah ayat 283: 

َب  عْضُكُمَْب  عْض اَف  لْيُ ؤ دِ َ كَ اتبِ اَف رهِ نٌَمَّقْبُ وْض ةٌَف اِنَْا مِن  دُوْا تِِ  تُمَْع ل ىَس ف رٍَوَّلَ َْ كَُن ْ و إ نْ
ر بَّهَْو لً َت كْتُمُواَالشَّه اد ة َ َا م ان  ت هَُو لْي  تَّقَِاللهَ  و م نَْيَّكْتُمْه اَف اِن هَُا ثٌَِِق  لْبُهثَالَّذِىَاؤْتُُِن 

َع لِيْمٌَ لُوْن  اللهَُبِ اَت  عْم   و 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia 

bertaqwa kepada Allah Tuhanya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikanya, 

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
73
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Surat al-Baqarah ayat 283 menerangkan tentang hutang itu harus 

dicatat, jika tidak dicatat maka hendaknya seseorang tersebut 

mempercayai orang yang berhutang. Hal ini untuk menghindari dari 

ketidak sediaan orang yang berhutang untuk membayar hutang. Dalam 

hal ini berkaitan dengan akad wadi’ah yang harus saling percaya dengan 

satu sama lain. 

b. Hadis| 

ث  ن اَمُُ مَّدَُبْنَُ َ-الْع لا ءِ،َو أ حْْ دَُبْنَُإِبْ ر اهِيم ،َق الً َح دَّث  ن اَط لْقَُبْنَُغ نَّامٍ،َع نَْش ريِ ٍَ،َح دَّ
َابْنَُالْع لا ءَِو ق  يْسٍَ ََ-ق ال  َق ال  ع نَْأ بَِحُص يْنٍ،َع نَْأ بَِص الِحٍ،َع نَْأ بَِهُر يْ ر ة ،َق ال 

َصلىَاللهَعليهَوسلمَ َأ دِ َالَْ ََ"ََر سُولَُاللَِّّ نَُْم نَْخ ان  َ  َو لً َتَ  َم نَِاتْ ت م ن  َ  َ.َََ"َم ان ة َإِلَ   
“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] dan 

[Ahmad bin Ibrahim] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami 

[Thalq bin Ghannam] dari [Syarik] [Ibnu Al 'Ala] dan [Qais] berkata 

dari [Abu Hus}ain] dari [Abu S}alih] dari [Abu Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah 

kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati 

orang yang mengkhianatimu!"” (H.R. Abu Dawud, At-Tirmidzi, 

Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi).
74

 

 

Hal ini sama seperti penjelasan yang telah penulis sampaikan di 

atas. Bahwasanya untuk menunaiakan segala bentuk apapun ketika 

sudah saling menjalankan perjanjian atau amanah yang dititipkan kepada 

kita. Wajib harus mengembalikan titipan amanah kepada orang yang 

telah menitipkan amanah itu kepada kita. Dan untuk tidak saling 

memiliki rasa dendam kepada orang lain jika ada yang berhianat kepada 

kita maka kita hendaknya tidak dendam dan tidak melakukan hal yang 

sama kepada orang yang berhianat kepada kita. 
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َتُ ؤ دِ ىعَ  ل ىَالْي دَِم اَأ خ ذ تَْح تََّّ  

“Tangan itu wajib (menjaga) apa yang ia ambil, sampai ia tunaikan.”
75

 

Ayat di atas menjelaskan tentang untuk saling menjaga amanah 

satu salama lain. Serupa dengan penjelasan hadis| sebelum ini. Penting 

bagi setiap manusia untuk menjaga atas apa yang telah kita terima sesuai 

dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.  

c. Fatwa MUI 

Simpanan dalam Lembaga Keuangan Syariah diperkuat dengan 

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 

Berdasarkan keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Tabungan, memutuskan ketentuan umum tabungan berdasarkan 

Wadi’ah yakni bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja 

(on-call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang 

diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘at}aya) yang bersifat 

sukarela.
76

 

3. Syarat dan rukun akad Wadi’ah. 

a. Rukun Wadi’ah 

Rukun-rukun dalam akad Wadi’ah ada 4 macam di antaranya: 

1) Wadi’ah, yaitu barang yang dititipkan. 

2) Sigat, yaitu akad serah terima. 

3) Mudi’, yaitu orang yang menitipkan barang. 

4) Wadi’, yaitu orang yang menerima titipan barang. 
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Para Ulama Maz}hab Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat 

tentang rukun akad Wadi’ah itu hanya ijab qabul saja. Namun para 

Jumhur Ulama kebanyakan berpendapat bahwasanya rukun Wadi’ah itu 

ada tiga macam, di antaranya: 

1) Orang yang berakad. 

2) Barang titipan. 

3) Sigat, ijab dan qabul. 

b. Syarat Wadi’ah 

Adapun syarat Wadi’ah adalah sebagai berikut: 

1) Pilihlah pihak orang yang menurut kita dapat dipercaya saat kita 

menitipkan harta kita kepada pihak yang bertanggung jawab dan 

dapat dipercaya. 

2) Jika kesepakatan sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka 

keduanya wajib mentaati untuk tidak saling merugikan satu sama 

lain. 

3) Balig, berakal dan dewasa. 

4) Harta harus berada dalam kekuasaan sendiri atau milik sendiri. 

4. Pembagian Wadi’ah 

Secara umum Wadi’ah terdapat dua macam, yaitu: 

a. Wadi’ah yad al-amanah (trustee defortery) 

Wadi’ah yad al-amanah, yaitu titipan barang yang dititipkan oleh 

pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara atau disimpan 

barang atau uang tanpa mengelola barang atau uang tersebut. dan pihak 

lain tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang 

atau harta titipan selama barang itu dititipkan. 
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b. Wadi’ah yad ad}-d}amanah (guarantee depository) 

Wadi’ah ini merupakan kebalikan dari wadi’ah yad al-amanah, 

yaitu pihak lain boleh menggunakan serta mengelola barang yang 

dititipkan oleh pihak pertama (penitip) dengan seizin pemilik barang 

dengan jaminan mengembalikan barang titipan tersebut kepada pemilik 

barang setiap saat secara utuh. Namun jika barang yang dikelola oleh 

pihak lain mendapatkan keuntungan maka pihak lain berhak 

memberikan bonus atau hadiah pada pemilik barang dengan dasar tidak 

ada perjanjian sebelumnya. Dalam dunia perbankan peng aplikasian 

seperti itu disebut dengan: Tabungan dan giro tidak berjangka. 

Penerapan akad Wadi’ah pada praktik tabungan emas di pegadaian 

Syariah yaitu pada transaksi penitipan uang nasabah kepada pihak 

Pegadaian Syariah. Yang mana dalam akad titipan ini ketika nasabah 

ingin menarik uangnya kembali itu diperbolehkan tanpa harus 

menunggu nilai tukar emas seberat 1,1 gram atau sesuai dengan 

kesepakatan yang sudah di tentukan oleh pihak Pegadaian. Namun di 

dalam peraturan yang ada di Pegadaian Syariah kesepakatan penarikan 

uang kembali ke nasabah itu ketika sudah mencapai nilai yang setara 

dengan emas seberat 1,1 gram.  

D. Badan Perantara 

Badan perantara yaitu seseorang yang menjualkan barang milik orang 

lain atas dasar bahwa seseorang itu akan mendapatkan atau diberi upah oleh 

orang yang mempunyai barang sesuai dengan usahanya. Badan perantara 
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dalam jual beli desebut simsar.
77

 Dalam satu hadis terdapat keterangan yang 

telah di jelaskan: 

َ:َ َالسِمْس ارَِق ال  َبِعَْع نَْابْنَِع ب اسٍَرضَفَِِم عْنَ  َأ نََّي  قُوْل  اَالث َّوْبَ لً َبَ ْس  اََه ذ  بِك ذ 
َ)رواهَالبخارى(َف م از ادَ  َل  َ  ف  هُو   

“Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau 

seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari harga 

penjualan itu adalah untuk engkau”. (HR Bukhari) 

 

Dari hadis| di atas yaitu menjelaskan mengenai makna “lebih”. Lebih 

yang dimaksud yaitu harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan penjual 

barang itu dan kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah 

ditentukan oleh pemilik barang tersebut. 

Orang yang menjadu simsar biasanya dalam dunia perdagangan juga 

dikenal dengan komisioner, makelar, agen, tergantung persyaratan-persyaratan 

atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku. Walaupun namanya 

simsar, komisioner, agen dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai badan 

perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan bai atas namanya sendiri 

maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang. Berdagang dengan cara 

simsar dalam Hukum Islam dibolehkan asalkan dalam pelaksanaannya tidak 

terjadi penipuan.
78

  

Penerapan dalam teori Badan Perantara dalam praktik tabungan emas 

di Pegadaian Syariah. Yaitu Pegadaian Syariah berperan sebagai perantara 

antara PT. Emas Antam dan Nasabah Pegadaian Syariah. yang mana nasabah 

menabung dengan tujuan untuk mendapatkan emas yang di inginkan yang 

mana memilih Pegadaian Syariah sebagai perantara untuk mendapatkan emas 
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tersebut. Sedangkan PT. Emas antam juga memiliki tujuan tersendiri supaya 

prodak yang di miliki emas antam terjual, dalam hal ini PT Emas Antam 

memilih bekerja sama dengan Pegadaian Syariah untuk menjualkan 

produknya. Melihat praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah dapat 

disumpulkan bahwasannya Pegadaian Syariah itu sebagai badan perantara 

antara nasabah dan PT. Emas Antam agar keduanya mendapatkan apa yang 

menjadi tujuanya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau tata cara ilmiah yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang alkan memenuhi tujuan penelitian. 

Umumnya, dalam penyusunan karya ilmiah terdapat dua metode yaitu metode 

kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penulis mengunakan metode penelitian kualitatif karena data-data yang 

akan diambil berupa gejala-gejala atau informasi yang tidak memungkinkan untuk 

diukur.
79

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana 

penelitian ini berfokus pada jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Dimana peneliti memfokuskan 

penelitian ini di dalam satu lembaga keuangan syariah yang bernama 

Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Karena, penelitian ini 

lebih bersifat deskriptif dan sumber datanya bersumber langsung pada 

sumbernya.
80

 Dalam hal ini peneliti memahami wawancara serta oservasi 

kepada salah satu pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pasar wage Purwokerto. 

Penelitian kulitatif merupakan penelitian yang lebih mengedepankan fakta dan 

data yang konkrit dari hasil pengamatan di lapangan untuk mendapatkan 

informasi mengenai gejala yang ada. 

                                                             
79

 Zuchari Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makasar: CV. Syakir Media Press, 

2021), hlm. 42. 
80

 Sugiyono, Metode Penelitian, …, hlm, 13. 



53 
 

 
 

Penelitian ini akan difokuskan untuk mengolah informasi yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, seperti 

Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, Tokoh 

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas. Selain itu akan 

dibantu dengan mengolah literasi yang ada di perpustakaan berkaitan dengan 

tabungan emas.  

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu untuk 

memudahkan dalam mengumpulkan informasi yang detail dan mendalami 

tentang bagaimana praktik tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah 

Cabang Purwokerto dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan 

Muhammadiyah Kabupaten Banyumas serta bagaimana menurut kaidah 

hukum Islam yang sesuai. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Pegadaian 

Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Alasan penulis meneliti di 

Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto adalah marak dan 

ramainya masyarakat dalam melakukan transaksi tersebut sehingga penulis 

tertarik meneliti di tempat tersebut dan ada ketidak sesuaian menurut penulis 

dalam melakukan transaksi seperti objek transaksi yakni biaya tambahan 

dalam pengambilan tabungan emas berupa emas atau sering di sebut dengan 

biaya cetak emas di Pegadaian Syariah yang mana hal itu menurut penulis 

menimbulkn garar dalam transaksi tabungan emas pasca menabung. Dan juga 

tidak sesuainya penggunaan akad wadi’ah yang seharusnya akad wadi’ah 
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tersebut ketika pengambilan barang harusnya langsung bisa dilakukan tanpa 

adanya batasa-batasan minimal yang berlaku. Oleh karena itu penting peneliti 

teliti terkait tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar wage 

Purwokerto. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber pertama 

yang secara umum disebut sebagai narasumber.
81

 Sumber data primer juga 

merupakan sumber data utama yang digunakan sebagai rujukan utama 

dalam penulisan penelitian ini. Data primer diperoleh dengan melakukan 

wawancara kepada beberapa narasumber yang menurut penulis memiliki 

jajaran strategis di Organisasi Masyarakat Nahdhatul Ulama (NU), 

Muhammadiyah dan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, 

di antaranya: 

a. Bapak Adham Septian Wildan Satrio selaku supporting area, 

Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. 

b. Tokoh Organisasi Nahdlatul Ulama, seperti: 

1) Gus Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. selaku ketua Lembaga Bahtsul 

Masail (LBM) Kabupaten Banyumas. 

2) Gus Irchamni, Ketua Tanfidziyah MWC NU Sokaraja. 

3) Gus Ahmad Syaikhul Ubaid, selaku Pengasuh Pondok Darul Ulum 

Sekaligus anggota Bahsul Masail. 

                                                             
81

 Jonathan Sarwono, Metode Riset Skripsi (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 33. 



55 
 

 
 

c. Tokoh Organisasi Muhamadiyah, seperti: 

1) Ustadz Ahmad Kahar Muzaki, M.Ag. selaku Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas.  

2) Drs. Wage, M.Ag. Selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas. 

3) Ustadz Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A. Selaku wakil ketua 

Majlis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas. 

Pemilihan tokoh di atas penulis menggunakan teknik snowball 

sampling. Peneliti menggunakan teknik snowball sampling karena 

memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi 

pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan 

kurang memenuhi kapasitas. Teknik snowball sampling yaitu teknik 

pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian 

menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut 

belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari 

informan lain yang digunakan sebagai sumber data
82

 

Sumber informasi primer ini membantu peneliti memberikan data 

informasi yang mendalam secara langsung oleh narasumber melalui 

wawancara tatap muka yang kemudian disiarkan langsung dan datanya 

bersifat autentik serta dapat dipertanggungjawabkan. 
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2. Sumber Data Sekunder. 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang sudah pernah diteliti 

sebelumnya serta sudah diproses oleh pihalk tertentu sehingga data tersebut 

sudalh tersedia saat kita memerlukannya.
83

 Sumber data sekunder sifatnya 

melengkapi data hasil dari sumber primer. Dalam penelitian ini sumber 

data sekunder berupa buku-buku, karya tulis, artikel, dan hasil penelitian 

terdahulu seperti Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi yang relevan dengan 

masalah yang diteliti. Serta  beberapa kitab klasik karya ulama terdahulu. 

Di antaranya: 

a. Buku Fikih Muamalah yang dikarang oleh Qamarul Huda. 

b. Kitab Bulu>gul Ma>ram Mun Adalatil Ahka>m Karya Al-Hafid| Ibnu 

Hajar Al-Asqalani. 

c. Jurnal Khaerul Aqbar, dkk yang berjudul Tabungan Emas Dalam 

Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang 

Pinrang). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan 

dalam sebuah penelitian dengan maksud untuk mengetalhui dan memperoleh 

data dari lapangan. Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah: 

1. Observasi  

Observasi adalah proses mencari bahan keterangan yang di lalkukan 

dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenimena 
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mengenai dunia nyata yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.
84

 Jadi, 

metode observasi ini mencalkup semua hal yang ada di sekitar sebagai data 

dalam pengamatan suatu objek atau permasalahan dan pengumpulan data 

secara langsung dengan cara mendatangi Pegadaian Syariah Cabang Pasar 

Wage Purwokerto pada tanggal 11 April 2023 dan mengamati praktik 

tabungan emas, serta hal lain yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal 

ini peneliti benar-benar menyaksikan langsung proses terjadinya tabungan 

emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar wage, serta peneliti juga sebagai 

nasabah yang langsung terjun praktik di dalam penelitian ini. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh 

data itu dari sumbernya langsung. Wawancara dilakukan bisa secara 

langsung maupun melalui media.
85

 Pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa wawancara merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dengan jalan komunikasi langsung antara dua 

orang atau lebih serta dilakukan secara lisan. Wawancara dilakukan 

dengan adanya tanya jawab perihal permasalahan yang akan diangkat 

dalam penelitian terhadap narasumber yang terpercaya. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal 

antara seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-
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data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan suatu yang ingin 

diketahui. 

Wawancara ini dilakukan dengan cara terkontrol yaitu dengan 

memilih informan yang mengetahui tentang masalah peneliti. Dalam hal 

ini peneliti mewawancarai Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Pasar 

Wage Purwokerto yang di wakili oleh Bapak Adham Septian Wildan 

Satrio selaku supporting area, penulis juga memawancarai Tokoh 

Organisasi Masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama seperti Gus Ahmad 

Hadidul Fahmi, L.c. selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) 

Kabupaten Banyumas, Gus Irchamn, Ketua Tanfidziyah MWC NU 

Sokaraja, Gus Ahmad Syaikhul Ubaid, selaku Pengasuh Pondok Darul 

Ulum Sekaligus anggota Bahsul Masail. Serta dari kalangan Tokoh 

Organisasi Masyarakat Islam Muhamadiyah, seperti Ustad} Ahmad Kahar 

Muzaki, M.Ag. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) 

Kabupaten Banyumas, Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A. Selaku Wakil 

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).  Drs. Wage, M.Ag. 

Selaku Wakil Ketua Majlis Pembinaan Kesejahteraan Sosial.  

Penulis memilih nasarumber di atas karena menurut penulis, 

narasumber bersangkutan dan memiliki jajaran stategis dalam organisasi 

masing-masing. Serta dapat menjadi sebuah objek penelitian peneliti 

dalam menyusun karya ilmiah ini. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara 

mencari informasi yang diperoleh dari dokumen yang ada kaitannya 

dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang peneliti kumpulkan 

berupa dokumentasi ketika melakukan wawancara dengan Pegawai 

Pegadaian Syariah dengan tokoh organisasi masyarakat Islam yaitu 

Nalhdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagai penguat hasil wawancara 

peneliti melalkukan perekaman dengan handphone.   

E. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan 

normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan 

menggunakan data-data yang dapat dipercaya sesuai denganidasar hukum 

yang berlaku.
86

 Disini pendekatan normatif bisa menjadi kelanjutan dari 

Hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan data-data 

yang berasal dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menurut 

peneliti mampu memberikan pemaparan mengenai tabungan emas seperti 

tokoh-tokoh organisasi Nahdhatul Ulama dan Muhamadiyah serta dari pihak 

Pegadaian Syariah.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu teknik mencari dan menyusun secara 

ilmiah catatan-catatan yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

catatan dari lapangan, dan dokumentasi, melalui cara mengorganisasikan 

                                                             
86

 Faisar Ananda Arfa, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Bandung: Citapustaka 

Media Perintis, 2010), hlm. 66. 



60 
 

 
 

catatan-catatan itu kedalam pola-pola, memilih mana yang lebih esensial dan 

mana yang dapat dipelajari, serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami 

tanpa masalah oleh diri sendiri maupun orang lain.
87

 Setelah peneliti 

memperoleh data-data yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian, data-

data tersebut akan dianalisis oleh peneliti menggunakan metode deduktif, yang 

menjelaskan mengenai suatu yang umum menjadi suatu yang khusus. 

Metode yang digunakan untuk menganalisa yaitu metode deduktif. 

Metode deduktif yaitu metode analisis yang berasal dari dasar pengetahuan 

umum yang diterapkan pada kajian yang bersifat khusus. Oleh karena itu, 

peneliti berencana untuk menggunakan teknik metode analisis deskriptif, yaitu 

metode yang menggambarkan situasi alami atau konteks natural tanpa 

rekayasa peneliti dan dapat mengungkapkan hubungan yang wajar antara 

peneliti dan informan. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat 

yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya 

guna mendukung penyajian data. Beberapa hal yang ingin dicapai dalam 

analisis data kualitatif, yaitu menganai tabungan emas menurut pandangan 

Tokoh Organisasi Masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan 

Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. 
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN 

MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP 

TABUNGAN EMAS 

 

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Puwokerto 

1. Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto 

Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto terletak di 

Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas yang beralamat di 

Windusara, Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten 

Banyumas. Secara geografis letak Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage 

Purwokerto Sebagai berikut: Sebelah timur Perum Puri Hijau, Sebelah 

Selatan Citranet, Sebelah utara warung ayam goreng pecel lele. 

2. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto 

Pegadaian Syariah merupakan Lembaga Keuangan yang menyediakan 

layanan gadai berbasis syariah. Pertama kali didirikan di Jakarta pada bulan 

Januari 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang 

Dewi Sartika. Konsep operasional gadai berbasis syariah merujuk pada 

sistem administrasi modern yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti 

rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Pegadaian Syariah didirikan untuk 

memberikan solusi alternatif terhadap sistem gadai konvensional dengan 

transparansi lebih tinggi dan tanpa bunga. 

Sejarah Pegadaian sendiri dimulai pada masa penjajahan Belanda 

ketika VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang 

memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1901, Pegadaian milik 
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negara pertama didirikan di Sukabumi, Jawa Barat. Pegadaian terus 

berkembang dan berubah status hukumnya dari Jawatan menjadi PN, 

PERJAN, PERUM, dan terakhir PT Pegadaian (Persero) pada tahun 2012 

pada tanggal 1 April 2012 berdasarlan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 

Tahun 2011.
88

 Pegadaian Syariah didirikan pada tahun 2003 sebagai sebuah 

divisi di PT Pegadaian (Persero) yang menangani bisnis gadai berbasis 

syariah dengan segala diversifikasinya. 

Kehadiran Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh 

perkembangan dan keberhasilan lembaga keuangan berbasis syariah, serta 

masyarakat Indonesia yang berperan sebagai nasabahnya. Pegadaian 

Syariah bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dengan sistem gadai 

berbasis syariah yang mudah, cepat, aman, dan ekonomis. Pegadaian 

Syariah diharapkan dapat mengelola usahanya secara lebih profesional 

tanpa meninggalkan ciri dan misi khususnya, yaitu memberikan pinjaman 

berbasis gadai syariah dengan sasaran pasar kelompok masyarakat ekonomi 

lemah (kecil). 

Dalam perjalanan kinerjanya, Perum Pegadaian saat ini sedang 

mengalami arus informasi yang sangat canggih. Selain itu, dengan di 

sahkannya UU No. 5 Tahun 1999, yang mengatur tentang “larangan praktik 

monopoli dan persaingan tidak sehat”, pemerintah menyusun undang-

undang gadai. Hal ini dilakukan agar Perum Pegadaian bukan satu-satunya 

yang menjalankan bisnis gadai dan agar sebagian umat Islam yang 
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 https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan. 
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menginginkan tegaknya nilai-nilai syariah Islam dapat memenuhi 

tuntutannya. Fatwa MUI menyatakan bahwa bunga bank bertentangan 

dengan undang-undang dan termasuk dalam Perum Pegadaian. Berdasarkan 

surat keputusan No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2009, Perum 

Pegadaian membuka cabang yang berwawasan Islami yaitu Pegadaian 

Syariah. Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yang disebut juga 

Pegadaian Syariah Pasar Wage karena letaknya tidak jauh dari Pasar Wage 

pada saat itu merupakan salah satu cabang Pegadaian yang dialih fungsikan 

menjadi Pegadaian Syariah. 

 PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage adalah komposisi agunan 

yang utamanya terdiri dari barang perhiasan. Hal ini karena pada awal 

pembentukkan gadai syariah, cabang yang mendapat agunan perhiasan atau 

emas mendapat prioritas. KonversiPerum Pegadaian Cabang Pasar Wage 

Purwokerto menjadi Perum Pegadaian Syariah, ternyata mengubah perilaku 

kerja karyawan mulai dari satpam, pegawai sampai dengan manajer. Mereka 

mulai belajar aturan syariah dari awal, walaupun prosedurnya sama dengan 

gadai konvensional. Dalam hal ini mereka harus bekerja keras untuk 

mensosialisasikan sistem syariah kepada masyarakat, jangan sampai mereka 

berpindah ke Lembaga lain karena sistem berganti, terutama kepada para 

pengguna jasa gadai. 

PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage hingga saat ini menaungi 

5 Unit Pegadaian Syariah (UPS), antara lain: UPS Ajibarang, UPS Jenderal 

Soedirman, UPS Kalierang Bumiayu, UPS Sangkal Putung, dan UPS 
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Senopati. Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage memiliki halaman 

parkir cukup luas, brankas dengan pengamanan yang berlapis, gudang 

barang agunan dengan kapasitas 10 unit, gudang sepeda motor dengan 

kapasitas 30 unit dan memiliki pegawai berjumlah 11 orang yang terdiri dari 

deputi bisnis kantor area Purwokerto, pimpinan kantor cabang Purwokerto, 

bagian frontliner yang terdiri dari penaksir, penyimpan agunan dan kasir, 

bagian bussiness proccess outsorching yang terdiri dari relation office (RO), 

sales profesional (SP), dan mikro, bagian keamanan, dan cleaning service. 

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto 

Struktur organisasi Pegadaian Syariah dibuat bertujuan agar memiliki 

tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas, fungsi, dan peran 

anggota organisasi berdasarkan jabatannya. Dan memiliki fungsi untuk 

membuat proses kerja tiap elemen organisasi menjadi lebih mudah, berjalan 

efektif, efisien, serta optimal. Berikut struktur organisasi PT. Pegadaian 

Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto: 

 

Deputi Bisnis Kantor Area Purwokerto 

M. Aries Aviani Nugroho 

Penaksir 

Leli Wahyu Kurniati 

Pengelola Agunan 

Sabar Wiyono 

Kasir 

Nur Achya Fauzan 

Pimpinan Cabang Pegadaian 
Syariah Cabang Pasar wage  

Titih Dewi Lestari, S.TP. 
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4. Visi dan Misi Pegadaian Cabang Pasar Wage Purwokerto 

Adanya visi misi dalam Pegadaian Syariah yaitu bertujuan untuk 

memajukan dan mengembangkan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage 

Purwokerto, Adapun visi misinya sebagai berikut:    

Visi: Sebagai solusi bisnis terpadu terutama bisnis gadai yang selalu 

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah. 

Misi: 

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.  

b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 

kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam 

mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan 

utama Masyarakat. 

c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam 

rangka mengoptimalkan sumber daya Perusahaan. 

5. Produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. 

Adapun produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah cabang asar 

Wage Purwokerto antara lain: 

a. Rahn 

1) Gadai emas 
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2) Gadai Non Emas 

3) Gadai Kendaraan 

4) Gadai Tabungan Emas 

5) Gadai Angsuran Emas 

6) Gadai Efek 

7) Gadai Emas Syariah 

8) Gadai Kendaraan 

9) Gadai Tabungan Emas Syariah 

10) Gadai Angsuran Emas Syariah 

b. Non Rahn 

1) Pinjaman Usaha 

2) Pinjaman Usaha Syariah 

3) Pinjaman Serbaguna 

4) Cicil Kendaraan 

5) Cicil Emas 

6) Cicil Emas Arisan 

7) Cicil Emasku 

c. Investasi dan Layanan Jasa 

1) Tabungan Emas 

2) Jasa Kirim dan Terima Uang 

3) Jasa Pembayaran Online 

4) Jasa Sertifikasi 

5) Jasa Taksiran 
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6) Jasa Titipan 

7) Safe Desposito Box 

d. Produk Lainnya 

1) Pembiayaan Porsi Haji 

2) Pembiayaan Wisata Religi 

6. Praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah 

Berdasarkan hasil wawancara terkait praktik tabungan emas di 

Pegadaian Syariah dengan Bapak Adham Septian Wildan Satrio selaku 

supporting area mengatakan bahwa sistem pendaftaran tabungan emas ada 

dua cara yaitu dengan cara mendaftar online melalui aplikasi Pegadaian 

Syariah Digital Service atau dengan cara datang langsung ke outlet 

Pegadaian Syariah terdekat. Produk tabungan emas ini menggunakan 

sistem pembelian emas dengan cara menabung. Syarat mendaftar hanya 

membawa KTP dan uang saja. Jika mendaftar lewat aplikasi tidak 

dikenakan biaya administrasi, uang yang ditabung otomatis langsung 

masuk ke tabungan emas. Jika mendaftar melalui outlet nasabah akan 

dibantu untuk registrasi oleh petugas (teller). Biaya pendaftaran 

administrasi Rp. 50.000 dengan rincian Rp. 30.000 untuk pembukaan 

tabungan emas dan potongan satu tahun, Rp. 10.000 untuk materai, dan Rp. 

10.000 dimasukan saldo tabungan emas. Pendaftaran boleh lebih dari Rp. 

50.000, secara otomatis masuk ke saldo tabungan emas. Uang tersebut 

langsung dikonversikan ke bentuk gram emas. Sebagai contoh, seorang 

nasabah menabung Rp. 50.000 saldo tersebut tidak berbentuk saldo uang, 
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melainkan berupa saldo gram emas sesuai harga pada waktu tersebut.  

Sedangkan harga emas selalu berubah-ubah setiap harinya, jadi sewaktu-

waktu bisa bertambah atau berkurang nilainya. Namun penulis masih 

mempertanyakan terkait transaksi tabungan emas, apakah ada barang 

(emas) yang diperjualbelikan atau hanya sekedar ditulis nominal gram 

emas saja dalam buku rekening tabungan emas, seperti yang dikatakan oleh 

bapak Adham Septian Wildan Satrio, sebagai berikut: 

“Sebenarnya emasnya ada mba, tapi emasnya disimpan dan tidak 

diberikan langsung kepada nasabah. Jadi, semisal nasabah menabung 

katakanlah Rp. 50.000 jika dikonversikan ke gram emas 0,05 gram. 

Nah, nanti di ibaratkan pegadaian syariah mengambil emas sejumlah 

nominal yang ditabungkan nasabah”
89

 

 

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pegawai Pegadai 

Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto ternyata dalam praktiknya barang 

(emas) dalam transaksi tabungan emas ada akan tetapi emasnya disimpan 

dan tidak langsung diberikan kepada nasabah.  

Biaya pembukaan rekening tabungan esmas sebagai berikut: 

Channel 

Biaya 

Pembukaan 

Rekening 

Biaya Fasilitas 

Penitipan Emas 

(Per Satu 

Tahun) 

Pembelian 

Saldo 

Emas 

Biaya 

Transaksi 

Outlet 

pegadaian 

Rp. 10.000,- Rp. 30.000 0,01 gram - 

Pegadaian 

digital 

Rp. 0,- Rp. 0,-  

(free biaya 

penitipan 1 

tahun pertama) 

Rp. 50.000  
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 Wawancara Dengan Bapak Adham, Selaku Pegawai Pegadaian Syariah Pasar Wage 

Purwokerto, Pada Tanggal 12 April 2022 pukul 10:00 Di kantor Pegadaian Purwokerto. 
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Jadi proses pembukaan tabungan emas di Pegadaian Syariah Kantor 

Cabang Purwokerto adalah sebagai berikut: 

a. Membuka rekening tabungan emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah 

terdekat dengan melampirkan foto copy identitas diri (KTP). 

b. Mengisi formulir pembukaan rekening dan membayar administrasi 

sebesar Rp. 30.000 untuk pembukaan tabungan emas dan potongan satu 

tahun serta Rp. 10.000 untuk materai, 

c. Pembelian emas dapat dilakukan mulai dari kelipatan 0,01 gram emas 

sesuai dengan harga emas saat itu (harga emas setiap harinya berubah-

ubah). 

d. Nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan. 

e. Kemudian kasir memberikan formulir pembukaan rekening tabungan 

emas yang kemudian di isi oleh nasabah.  

f. Nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas 

kemudian nasabah menyerahkan formulir yang telah diisi dan 

ditandatangani oleh nasabah beserta kelengkapan berkas-berkasnya yaitu 

fotocopy karti identitas diri (KTP). 

g. Kasir menerima formulir yang telah diisi dan fotocopy kartu identitas 

diri milik nasabah. Kemudian kasir menerima kelengkapan pengisian 

formulir serta menandatangani formulir tersebut sebagai tanda bukti 

pembukaan rekening tabungan emas. 

h. Kemudian kasir menginfokan ke pada nasabah besaran seluruh biaya 

administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. 
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i. Setelah itu kasir dan nasabah melakukan akad Murabahah dan Wadi’ah.  

j. Terakhir kasir menyerahkan kwitansi pembelian emas kepada nasabah. 

Pada zaman sekarang ini pembukaan rekening tabungan emas bisa 

dilakukan secara online tidak perlu datang ke outlet Pegadaian Syariah 

secara langsung, yaitu membuka rekening tabungan emas melalui aplikasi 

Pegadaian Syariah Digital Service seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Adham Septian Wildan Satrio: 

“Pada zaman sekarang ini, untuk pembukaan rekening tabungan 

emas kita tidak harus pergi ke outlet, kita bisa membuka rekening 

tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service 

yang bisa di download di google app store dan pembukaan rekening 

online juga lebih mudah hanya memasukan nomer hp dan juga foto 

kartu identitas (KTP). Akan tetapi untuk percetakan buku tabungan 

belum bisa dilakukan secara online dan tetap harus diambil di outlet 

terdekat kita.
90

 

 

Di Pegadaian Syariah selain pembukaan rekening tabungan emas, 

kita juga bisa menabung emas secara online atau transfer melalui bank-

bank yang sudah bermitra dengan Pegadaian Syariah. Berikut cara 

menabung emas melalui aplikasi Pegadaian syariah: 
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 Hasil Wawancara Dengan Bapak Adham, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pasar 

Wage Purwokerto, Tanggal 12 April 2022. 



71 
 

 
 

a. Log in terlebih dahulu ke akun yang sudah terverivikasi di app 

Pegadaian Syariah Digital Service 

 

 

b. Pilih menu tabungan emas yang ada di beranda 

 

c. Di menu tabungan emas bisa melihat grafik perubahan harga emas untuk 

kurun waktu tertentu, kemudian klik menu top up emas untuk pembelian 

emas. 
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d. Masukan nominal yang ingin di beli (minimal jumlah top up Rp. 50.000 

dan maksimal top up Rp. 50.000.000) 

 

e. Klik menu saya setuju, klik menu selanjutnya kemudian ada beberapa 

pilihan bank untuk melakukan pembayaran melalui bank yang sudah 

bermitra dengan Pegadaian Syariah dan ada biaya tambahan sebesar Rp. 

2500 untuk biaya admin. 



73 
 

 
 

  

f. Kemudian klik selanjutnya, maka akan keluar nomer virtual account 

bank yang dipilih. 

g. Setelah pembayaran dilakukan melalui bank yang telah dipilih maka 

otomatis saldo akan masuk ke rekening kita.  

Apabila di kemudian hari nasabah membutuhkan uang mendesak 

nasabah bisa mengambil tabungan emas ataupun menggadaikannya. 

Namun, dalam melakukan transaksi tabungan emas nasabah juga di 

kenakan biaya. Misalnya nasabah ingin melakukan transfer emas ke 

rekening lain, mengganti buku tabungan yang hilang atau rusak, biaya titip 

emas per tahun ataupun penutupan rekening: 

Biaya transaksi tabungan emas sebagai berikut: 

Biaya transaksi tabungan emas 

Transaksi Biaya (Rupiah) Keterangan 

Transfer emas ke 

rekening lain 

Rp. 2.000,- / transaksi Melalui outlet 

Pegadaian 
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Transfer emas ke 

rekening lain 

Rp. 0,- Melalui Pegadaian 

digital 

Percetakan 

rekening tabungan 

emas 

Rp. 2.000,- / lembar Di outlet Pegadaian 

Penggantian buku 

tabungan emas 

yang hilang atau 

rusak 

Rp. 10.000,- / Buku Di outlet Pegadaian 

Penitipan emas 

per tahun dibayar 

dimuka 

Rp. 30.000,- /rekening - 

Penutupan 

rekening 

Rp. 30.000,- / rekening Di outlet pegadaian 

 

Dalam pengambilan tabungan emas di Pegadaian Syariah, nasabah 

bebas mengambil tabungan tersebut dalam bentuk uang ataupun emas. 

Akan tetapi, ada batasan dalam pengambilan tabungan emas agar tabungan 

emas bisa diambil. Nasabah harus memiliki tabungan emas minimal 1,1 

gram emas, istilah tersebut sering disebut dengan buyback. Apabila 

nasabah dikemudian hari membutuhkan dana atau keperluan mendesak dan 

tabungan emas belum mencapai 1,1 gram, maka nasabah bisa 
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menggadaikan tabungan emas yang selama ini ditabung dalam bentuk 

rekening tabungan emas kepada pihak Pegadaian Syariah.  

Apabila nasabah menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat 

melakukan order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 

50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan 

yang dipilih. Nasabah dapat mengajukan percetakan lewat aplikasi 

Pegadaian Syariah Digital Service, selain itu nasabah juga bisa mengambil 

tabungan dengan cara mendatangi langsung outlet Pegadaian Syariah di 

tempat nasabah membuka rekening. Sebagai contoh seorang nasabah akan 

mengambil tabungannya dengan jumlah emas 1gram, dalam pengambilan 

emas nasabah akan dikenakan biaya cetak Rp. 120.000, jika nashabah ingin 

mengambil 2 gram emas maka akan di kenakan biaya cetak Rp. 140.000. 

harga cetak akan mengikuti berapa nasabah akan mengambil emas. 

Berikut daftar biaya cetak emas Batangan di Pegadaian Syariah: 

Biaya Cetak 

Denominasi Cetakan Antam Cetakan UBS 
Cetakan 

Galeri 24 

Keping 1 gram Rp. 120.000,- Rp. 80.000,- Rp. 60.000,- 

Keping 2 gram Rp. 140.000,- Rp. 125.000,- Rp. 90.000,- 

Keping 5 gram Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- 

Keping 10 

gram 

Rp. 420.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- 

Keping 25 

gram 

Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- - 
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Keping 50 

gram 

Rp. 1.400.000,- Rp. 750.000,- - 

Keping 100 

gram 

Rp. 2.750.000,- Rp. 1.000.000,- - 

 

Namun nasabah dalam melakukan buyback atau pengambilan dana 

belum bisa dilakukan secara online, buyback harus dilakukan dengan 

mendatangi outlet Pegadaian Syariah. 

Nasabah dalam melakukan transaksi tabungan emas juga memiliki 

batasan dalam bertransaksi. Batasan tersebut sudah diatur dalam Pegadaian 

syariah dan berlaku secara berkala setiap menabung. Misalnya, nasabah 

akan menabung 200 gram dalam satu hari, akan tetapi batasan transaksi 

perhari Pegadaian syariah dalam melayani tabungan emas hanya 100 gram. 

Jadi, jika nasabah ingin melakukan transaksi tabungan emas 200 gram 

nasabah dalam melakukan menabung harus dilakukan secara berkala, 

dengan cara menabung emas 100 gram pada hari ini dan esok harinya 

menabung 100 gram lagi. Nasabah tidak bisa melakukan transaksi tabungan 

emas dalam satu hari melebihi 100 gram. 

Berikut batasan transaksi batasan perhari nasabah di Pegadaian 

Syariah: 
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PEMBATASAN TRANSAKSI (PER HARI PER NASABAH) 

Transaksi 

Pembatasan 

Minimal Maksimal Keterangan 

Batasan Pembelian  0,01 gram 100 gram Per CIF 

Batasan Menjual  1 gram 100 gram Per CIF 

Batasan Cetak Emas 1 gram 100 gram Per CIF 

Batasan Transfer 0,1 gram 100 gram Per CIF 

Saldo Rekening 0,1 gram - Per Rekening 

 

B. Palndalngaln Tokoh Na lhdla ltul Ula lmal (NU) da ln Muha lmmaldiya lh 

Kabupatenl Ba lnyumals Terhadap Pra lktik Ta lbungaln Ema ls di Pega ldalialn 

Syariah Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto 

Dalam tujuan menabung, agar orang-orang muslim bersiap-siap untuk 

masa depan keturunannya, baik secara rohani (iman dan takwa) maupun secara 

ekonomi harus dipikirkan perencanaannya. Berdasarkan hasil penelitian 

wawancara menjelaskan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan 

Muhammadiyah mempunyai pandangan yang berbeda terhadap praktik 

tabungan emas. Oleh karena itu, mengapa penelitian ini dilakukan sebab 

penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam terkait tabungan emas serta 

pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang pro dan 

kontra terkait tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah. 

Adapun pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang 

membolehkan dan tidak membolehkan tabungan emas, sebagai berikut: 
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1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Tabungan Emas 

Mengenai beberapa pendapat tokoh NU yang penulis dapatkan 

melalui hasil wawancara mengenai tabungan emas di Pegadaian Syariah 

mengatakan membolehkan dan tidak membolehkan terkait tabungan emas 

adalah sebagai berikut: 

a. Pandangan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid  

Menurut Gus Ahmad Syaikhul Ubaid, beliau sebagai anggota 

Lembaga Bahsul Masail (LBM) Kabupaten Banyumas terkait dengan 

boleh tidaknya tabungan emas, sebagai berikut: 

“Menurut pandangan saya dalam praktik tabungan emas hukumnya 

bisa dibolehkan dan bisa tidak dibolehkan dengan alasan masih belum 

jelas apakah dalam praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah ada 

barang (emas) yang diperjualbelikan atau hanya ditulis nominal gram 

emas saja dalam buku rekening tabungan emas, karena salah satu 

rukun jual beli harus ada barang. Jika tidak ada barang maka jual beli 

tidak sah dan tidak boleh dilakukan.”
91

 

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda 

dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga 

emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut: 

“Tidak masalah, memang emas harganya fleksibel dan harga emas 

mengikuti harga pasar.”
92
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 Wawancara Dengan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid. Selaku Pengasuh Pondok Darul 

Ulum Sekaligus Anggota Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 29 Desember 2022 

Pukul 16:30 Di Kediaman Rumah Gus Ahmad Syaikhul Ubaid. 
92

 Wawancara Dengan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid. Selaku Pengasuh Pondok Darul 

Ulum Sekaligus Anggota Bahsul Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 4 April 2023 Pukul 

16:30 Di Kediaman Rumah Gus Ahmad Syaikhul Ubaid. 
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b. Pandangan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c.  

Menurut KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c., beliau sebagai ketua 

Lembaga Bahsul Masail (LBM) Kabupaten Banyumas terkait dengan 

boleh tidaknya tabungan emas, sebagai berikut: 

“Ada ulama yang menganggap bahwa emas sebagai barang ribawi, 

syaratnya harus kontan, serah terimanya di tempat, takarannya harus 

sama (tamasul). Menabung emas hampir sama dengan membeli emas 

secara kredit. Bedanya ketika menabung emas barangnya belum ada di 

awal dan barang bisa diterima jika tabungannya sudah mencapai 

target. Sedangkan membeli emas secara kredit barangnya sudah ada di 

awal dan membayarnya setelah barangnya sudah ada. Berarti 

menabung emas tidak bisa disamakan dengan jual beli emas secara 

kredit. Hukum membeli emas secara kredit ketika emas dianggap 

sebagai barang ribawi tidak diperbolehkan, dan sudah memenuhi 

persyaratan tamasil (ada harga yang sepadan). Ada juga ulama yang 

beranggapan bahwa emas bukan sebagai barang ribawi. Barang yang 

dianggap bukan sebagai barang ribawi justru diperbolehkan secara 

mutlak tidak ada syarat menabung atau menabung kredit. Hukum asal 

membeli barang yang dikategorikan barang bukan ribawi dengan 

mekanisme kredit diperbolehkan. Jika emas dianggap barang ribawi 

tidak diperbolehkan jika menabung dianggap sebagai kredit, akan 

tetapi jika membeli dengan cara tempo barangnya belum diberikan 

berati tidak bermasalah. Pandangan saya dengan mekanisme 

menabung diperbolehkan.”
93

 

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda 

dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga 

emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut: 

“tidak masalah, karena nanti yang menjadi tolak ukurnya hasil di 

mana jual beli sudah selesai.”
94
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 Wawancara Dengan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. Selaku Ketua Lembaga Bahsul 

Masail (LBM) Banyumas Pada Tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 16:00 Di Kediaman Rumah KH. 

Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. 
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 Wawancara Dengan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. Selaku Ketua Lembaga Bahsul 
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c. Pandangan Gus Ircham  

Menurut Gus Ircham beliau sebagai ketua Tanfidziyah MWC NU 

Sokaraja Kabupaten Banyumas terkait dengan boleh tidaknya tabungan 

emas, sebagai berikut: 

“Jika merujuk pada kesepakatan ulama bahwa emas termasuk barang 

ribawi, maka tabungan emas hukumnya sah (boleh) dengan syarat 

yaitu: 

a) Berat emas yang dibeli sudah diketahui, hanya saja belum dicetak. 

b) Harga per gramnya juga diketahui dengan pasti dan real time (saat 

itu juga). 

c) Penyerahannya juga real time, dan emasnya dititipkan ke 

pegadaian.”
95

 

 

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda 

dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga 

emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut: 

“Tidak diperbolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori riba nasiah 

yang dilarang, dikarenakan adanya ketidak pastian harga di saat 

akad.”
96

 

 

Dari Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas 

terhadap tabungan emas di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memperbolehkan 

terkait boleh atau tidaknya tabungan emas meskipun ada salah satu 

narasumber dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Gus Sehu mensyaratkan 

adanya barang namun kenyataannya di dalam Pegadaian Syariah barangnya 
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ada dan syaratnya telah terpenuhi, sebagaimana yang telah penulis teliti 

langsung serta peneliti juga menjadi bagian dari anggota nasabah tabungan 

emas di Pegadaian Syariah tersebut. 

Kedua Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memperbolehkan 

terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang 

untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, namun ada 

salah satu narasumber dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Gus Ircham 

bahwasannya tidak memperbolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori 

riba nasiah yang dilarang, dikarenakan adanya ketidak pastian harga di saat 

akad. Namun pada praktiknya Pegadaian Syariah sudah menetapkan harga 

pasti dan sesuai harga emas pada saat itu. Maka dari itu hukumnya sah dan 

bukan termasuk Riba Nasiah.  

2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Tabungan Emas 

Mengenai beberapa pendapat tokoh Muhammadiyah yang penulis 

dapatkan melalui hasil wawancara dengan narasumber mengenai tabungan 

emas di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut: 

a. Pandangan Drs. Wage, M.Ag.  

Menurut Bapak Wage, beliau sebagai wakil ketua Majlis Pembinaan 

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas terkait dengan boleh tidaknya 

tabungan emas, sebagai berikut: 

”Tabungan emas merupakan bentuk muamalah, jadi prinsip dari 

muamalah Islam adalah: 

ه ا يْم  ل ى ت حْر  ل يْل  ع  نْ ي د لَّ الدَّ
ة  إ لاَّ أ  ب اح  ل ة  اْلإ  ام  ع       الأ صْل  ف ي الْم 
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segala bentuk muamalah itu hukum asalnya boleh, selagi tidak ada 

dalil yang mengharamkannya”. 

Selagi belum ada dalil yang mengharamkannya, muamalah dalam 

bentuk apapun diperbolehkan dan akan terlarang manakala ada dalil 

yang melarang atau mengharamkannya. Setahu saya Tabungan Emas 

belum ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu, menurut pandangan 

saya membolehkan terkait tabungan emas. Jika dilihat dari teorinya 

diperbolehkan, tinggal dilihat dari praktiknya. Jika dilihat dalam 

praktik tabungan ini tidak ada goror (ketidak jelasan yang mengarah 

kepada merugikan orang lain, tidak ada pend}oliman, dan rela sama 
rela maka diperbolehkan.”

97
 

 

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda 

dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga 

emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut: 

“Kaitannya dengan menabung emas nanti bisa terjadi kalau menabung 

dalam bentuk uang tentunya sesuai dengan perjanjian. Misalnya kita 

menabung Rp. 1.000.000 namun jika tabungan kita akan diambil maka 

tabungan akan berkurang, bertambah atau tetap kan sesuai perjanjian. 

Jika pada awal kita menabug ada perjanjian bahwa tidak ada biaya 

administrasi dalam hal ini ada unsur sewa menyewa karena kita 

menyewa brangkas untuk menyimpan uang kita. tidak jadi masalah, 

dalam praktik tabungannya emas gram emasnya tetap tidak berubah 

ubah, jadi tidak berpengaruh dengan berubah-ubahnya harga. Kecuali 

jika diperjanjikan pada saat mengambil tabungan emas harganya 

sesuai dengan emas pada saat itu. Jadi tergantung pada akad, kita 

sebagai seorang muslim terikat dengan akad yang kita buat.”
98

 

b. Pandangan Ustad Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A.  

Menurut Ustad Mintaraga Eman Surya, beliau sebagai wakil ketua 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas terkait 

dengan boleh tidaknya tabungan emas, sebagai berikut: 
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“Emas termasuk dalam kategori al-mal, dan mal secara umum bisa 

ditabung. Jadi tidak ada persoalan. Orang bisa menabung uang, bisa 

menabung emas (investasi). Jadi menurut saya membolehkan karena 

dasar hukum muamalah boleh kecuali ada yang melarang. Emas 

menjadi salah satu instrumen investasi yang digemari karena sifatnya 

yang likuid sehingga mudah dicairkan. Investasi emas pun kini 

semakin mudah karena selain dapat membeli secara langsung, 

masyarakat dapat berinvestasi emas dengan skema tabungan emas. 

Konsep tabungan emas pada dasarnya sama dengan konsep menabung 

pada umumnya, namun uang yang kita tabungkan akan dikonversi ke 

dalam bentuk gram emas sesuai nominalnya.”
99

 

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda 

dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga 

emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut: 

“yang ditabung kan berupa emas bukan uangnya, jadi pada saat 

menabung emas seperti praktik yang ada di Pegadaian Syariah uang 

itu langsung dikonversikan ke emas. Artinya nasabah bukan 

menabung uang melainkan emas. Jika uang menjadi alat tukar 

otomatis naik turun tergantung inflansi sedangkan emas cenderung 

stabil dan naik harganya stabil, jadi tidak masalah jika tabungan di 

awal berbeda dengan tabungan yang akan datang dikarenakan harga 

emas berubah ubah.”
100

 

c. Pandangan Ustad Kahar Muzakki, M.Ag. 

Menurut Ustad Kahar Muzakki, beliau sebagai Ketua Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas terkait dengan 

boleh tidaknya tabungan emas, sebagai berikut: 

“Menurut pandangan saya menabung emas hukumnya boleh dengan 

alasan bahwa pada dasarnya hukum menabung itu boleh, selagi barang 
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itu barang yang halal dan yang paling penting tujuannya bukan untuk 

ikhtikar (menimbun) dan menimbulkan kerugian orang lain.”
101

 

Adapun terkait jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda 

dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena mengikuti harga 

emas saat itu, menurut beliau sebagai berikut: 

“Boleh saja, tidak ada masalah. Yang ditabung kan emas bukan uang, 

sedangkan gram emasnya tetap. Yang berubah nominal yang ditabung 

di awal dan di akhir.”
102

 

Dari Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas 

terhadap tabungan emas di atas dapat disimpulkan bahwa Pandangan Tokoh 

Muhammadiyah membolehkan Tabungan emas tanpa adanya syarat. Maka 

dari itu selama masih belum ada dalil yang mengharamkan terkait tabungan 

emas melakukan transaksi tabungan emas itu diperbolehkan selagi 

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.  

C. Analisis Pralktik Ta lbungaln Ema ls di Pega ldalialn Syariah Kantor Cabang 

Pasar Wage Purwokerto 

Agama Islam merupakan agama yang didasarkan pada ajaran Nabi 

Muhammad dan kitab suci al-Qur’an. Agama Islam juga merupakan agama 

yang dipercayai sebagai agama yang mampu memberikan arahan dan tujuan 

setiap umatnya, kesempurnaan agama Islam sendiri memang diturunkan untuk 

menjadi pembeda dari agama-agama sebelumnya sekaligus menjadi agama 

yang terakhir diturunkan oleh Alloh SWT sebagai agama Rahmatan lil’alamin. 
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Kesempurnaan inilah yang menjadi sebuah aturan-aturan yang di tegakkan 

sebagai batasan untuk melakukan aktivitas manusia dan memiliki prinsip-

prinsip yang mengatur kehidupan umat muslim dalam berbagai aspek, 

termasuk hukum. 

Hukum Islam juga dikenal sebagai Syariat Islam, dan merujuk pada 

aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama Islam untuk mengatur kehidupan 

umat Islam. Hukum Islam didasarkan pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an 

dan Hadis (ucapan, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad). Hukum Islam 

mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah (ritual keagamaan), 

muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), hukum pidana, hukum keluarga, 

dan lain-lain. Prinsip-prinsip hukum Islam didasarkan pada konsep-konsep 

seperti keadilan, keseimbangan, dan kepentingan umum. Dalam dunia 

perdagangan (muamalah), Islam juga melarang ketidak adilan. Dengan adanya 

sebuah ketidakadilan inilah yang nantinya akan melahirkan kebaikan dalam 

berdagang. Serta suka sama suka tanpa ada unsur kecurangan dan paksaan 

yang merupakan kebaikan dalam berdagang.  

Sebagaimana dalam firman Alloh SWT sebagai berikut: 

َتِِٰ ر ة َع نَت  ر اضٍَمِ نكُمََْۚيَ ْٰٓ ي ُّه اَ َتَ ْكُلُوْٓاَ۟أ مْوٰ ل كُمَب  ي ْن كُمَبِٱلْبٰ طِلَِإِلًََّْٓأ نَت كُون  َء ام نُواَ۟لً  َٱلَّذِين  َو لً 
َبِكُمَْر حِيم ا كَ ان   ت  قْتُ لُوْٓاَ۟أ نفُس كُمََْۚإِنََّٱللَّّ 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu," (QS. An-Nisa: 29).
103
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Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang memakan harta sesama 

dengan cara yang tidak baik atau haram menurut agama kecuali dengan 

perdagangan yang dilakukan suka sama suka. Hal ini menunjukan bahwa untuk 

mendapatkan sesuatu harus melalui kesepakatan yang telah di tentukan 

Bersama. Sebagaimana pula yang telah dijelaskan dalam kitab sunan ibnu 

majah jus 1 Hadist nomer 2129 sebagai berikut: 

التَّاجِرَُ»َعنَعبدَاللهَبنَعمرَرضيَاللهَعنهَقال:َقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوَسلم:َ
اءَِالْ مِيُنَالصَّدُوقَُالْمُسْلِمَُم ع َالشُّهَ  د   –وفَِرواية:َمعَالنبيينَوَالصديقينَوَالشهداءَ –

رواهَابنَماجهَوالْاكمَوالدارقطنيَوغيرهم«َي  وْم َالْقِي ام ةَِ  
“Dari ibnu umar ia berkata: rasululloh Saw telah bersabda: pedagang 

yang jujur (benar), dapat dipercaya dan muslim, akan Bersama para 

syuhada di hari kiamat” (HR. Ibnu Majah). 

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan 

kecurangan dalam melakukan transaksi, karena hal tersebut dapat 

mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Melakukan dengan cara yang 

baik merupakan suatu jalan agar selamat dan selalu mendapatkan keberkahan 

dari Alloh SWT.  

 Tabungan Emas memiliki rukun dan syarat dalam akad jual beli, 

murabahah dan wadi’ah. Syarat dan rukun ini merupakan hal yang wajib dan 

harus ada sebelum melakukan kegiatan apapun. Dalam hal ini, praktik 

muamalah tabungan emas harus jelas dan memenuhi beberapa aspek agar 

sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun rukun jual beli, murabahah dan 

wadi’ah sebagai berikut, yaitu: 

 

 



87 
 

 
 

1. Penjual dan pembeli 

Praktik jual beli emas (tabungan emas) di Pegadaian Syariah 

melibatkan tiga belah pihak. Pihak pertama yaitu Nasabah (orang yang 

membeli emas), pihak ke dua yaitu Pegadaian Syariah (perantara), dan pihak 

ke tiga PT. Emas Antam (pemilik emas). Akan tetapi yang melakukkan akad 

hanya nasabah dan Pegadaian Syariah yang berperan sebagai perantara. 

Kedua belah pihak saling memberikan hak kekuasaannya kepada satu sama 

lain agar terjadinya pemindahan hak atas barang sebagaimana mestinya 

Pegadaian Syariah menyerahkan rekening tabungan emas yang tadinya uang 

langsung di konversikan kedalam bentuk gram emas dan nasabah 

menyerahkan uang kepada Pegadaian Syariah. Dengan demikian, adanya 

penjual dan pembeli sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, hal ini 

sudah sesuai. 

2. S}i>gat atau lafal ijab dan Kabul 

Maksud dari S}i>gat disini yaitu kedua belah pihak sama-sama 

melakukan ucapan sah terima satu sama lain agar kekuasaan atas benda yang 

awalnya belum menjadi hak milik menjadi hak milik sepenuhnya. Akan 

tetapi dalam praktiknya nasabah dan Pegadaian Syariah tidak melakukan 

S}i>gat (ucapan secara langsung) melainkan mengisi formulir data diri, tanda 

tangan dan lain-lain. Dalam hal ini berati nasabah sudah dianggap 

menyetujui apa yang sudah ditentukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pasar 

Wage. Mengenai hal ini penulis mengetahui hal tersebut dikarenakan 

penulis juga merupakan salah satu nasabah di Pegadaian Syariah Cabang 
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Pasar Wage Purwokerto. Dengan demikian, sudah sesuai dengan syarat dan 

rukunnya. 

3. Objek (barang yang di jual) 

Maksud objek disini yaitu harus ada barang yang di beli ataupun 

benda (barang) yang dapat di transaksikan. Dalam hal ini juga harus 

memenuhi kriteria barang yang diperjual belikan ada dan dapat diketahui 

pada saat akad. Apabila barang tersebut tidak ada maka jual beli tidak sah. 

Untuk mengetahui barang yang akan dibeli perlu dilihat walaupun 

ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli menggunakan akad salam. 

dalam praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto hanya 

memberikan rekening tabungan yang di dalamnya hanya tertera gram emas 

yang nasabah tabungkan. 

Sedangkan syarat jual beli yaitu orang yang melakukan akad jual beli 

harus baligh dan berakal sebagaimana dalam melakukan praktik tabungan emas 

dalam pendaftaran tabungan emas ada syarat harus mempunyai KTP. Syarat 

selanjutnya harus atas dasar kehendak sendiri, dalam hal ini tidak ada unsur 

paksaan. Beragama Islam dan berakal sehat dalam hal ini bisa membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk. 

Ada pendapat dari Tokoh Nahdlatul Ulama terkait menabung Tabungan 

Emas yang dikemukakan oleh Gus Ahmad Syaikhul Ubaid beliau sebagai 

anggota Lembaga Bahtsul Masail (LBM) 

“Menurut pandangan saya menabung emas hukumnya bisa dikatakan 

boleh dan bisa tidak dibolehkan. Menabung emas di bolehkan jika 

emas atau barangnya itu ada. Sedangkan menabung emas tidak 

dibolehkan dengan alasan masih belum jelas apakah dalam tabungan 
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emas di Pegadaian Syariah ada barang (emas) yang diperjual belikan 

atau hanya ditulis nominal gram emas saja dalam tabungan emas, 

karena salah satu rukun jual beli harus ada barang. Jika tidak ada 

barang maka jual beli tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Jadi 

Pandangan gus sehu terhadap tabungan emas masih ada 

keraguan.”
104

  

 

Namun ada pendapat yang membolehkan Tabungan Emas yaitu dari 

Tokoh Muhammadiyah yang dikemukakan oleh Drs. Wage, M.Ag.beliau 

sebagai wakil ketua majlis pembinaan kesejahteraan sosial. 

“Tabungan emas merupakan bentuk muamalah, jadi prinsip dari 

muamalah islam adalah: 

ليِْلَُعَ  َالدَّ أ نَْي دُلَّ ةَُإِلًََّ ح  ََََل ىَتَ ْريِْْه االْ صْلَُفَِالْمُع ام ل ةَِاْلِإبِ   
“segala bentuk muamalah itu hukum asalnya boleh, selagi 

tidak ada dalil yang mengharamkannya”. 

 

Selagi belum ada dalil yang mengharamkannya, muamalah dalam 

bentuk apapun diperbolehkan dan akan terlarang manakala ada dalil 

yang melarang atau mengharamkannya. Setahu saya Tabungan Emas 

belum ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu, menurut 

pandangan saya membolehkan terkait tabungan emas. Jika dilihat 

dari teorinya diperbolehkan, tinggal dilihat dari praktiknya. Jika 

dilihat dalam praktik tabungan ini tidak ada ghoror (ketidak jelasan 

yang mengarah kepada merugikan orang lain, tidak ada pendzoliman, 

dan rela sama rela maka diperbolehkan.”
 105

 

 

Setelah penulis meneliti di Pegadaian Syariah cabang pasar wage 

purwokerto ternyata Pegadaian Syariah memiliki emas beberapa gram dan di 

simpan di Pegadaian Syariah cabang pasar wage purwokerto. Sebagaimana 

yang dikatakan bapak Adham:  

“Sebenarnya emasnya ada mba, tapi emasnya di simpan dan tidak 

diberikan langsung kepada nasabah. Jadi, semisal nasabah menabung 
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katakanlah Rp. 50.000 jika di konversikan ke gram emas 0,05 gram. Nah, 

nanti di ibaratkan Pegadaian Syariah mengambil emas sejumlah nominal 

yang ditabungkan nasabah”
106

 

 

Dengan penjelasan wawancara di atas menyimpulkan bahwa di Pegadaian 

Syariah cabang pasar wage bahwa barang yang diperjual belikan ada. 

Akantetapi Pegadaian Syariah tidak menjelaskan atau memberi tahu bahwa 

emasnya itu ada di Pegadaian Syariah. Dengan demikian tabungan emas sesuai 

dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat yaitu barang yang 

diperjualbelikan ada.  

a. Barang yang diperjualbelikan  

Maksud barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bernilai. 

Bernilai yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari 

aturan agama. Barang harus suci yang dimaksud yaitu barangnya harus suci 

tidak mengandung unsur najis seperti kotoran hewan (kecuali darurat dan 

ada asas kemanfaatan), daging babi, dan anjing. Dalam praktik tabungan 

emas barang (objek) yang diperjualbelikan adalah emas. Maka dari itu 

tabungan emas sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat yaitu 

barang yang di perjualbelikan barang yang mempunyai nilai dan suci. 

b. Barang yang diperjualbelikan milik penjual.  

Maksud dari barang yang diperjualbelikan milik penjual yaitu barang milik 

sendiri bukan barang orang lain. Maka, jual beli barang yang bukan milik 

penjual hukumnya tidak sah. Praktik yang ada di Pegadaian Syariah cabang 

purwokerto ternyata barang (emas) bukan milik Pegadaian Syariah, melainkan 
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milik PT. Emas Antam. Akan tetapi tidak selamanya jika barang bukan milik 

penjual hukumnya tidak sah. Perlu di ingat, jika barang sudah di wakilkan hak 

kepemilikannya hukumnya sah namun hak sepenuhnya milik pemilik barang. 

Praktik yang ada ternyata PT. Emas Antam sudah memberikan hak 

kepemilikakannya kepada Pegadaian Syariah cabang pasar wage purwokerto, 

akantetapi hak milik sepenuhnya milik PT. Emas Antam. Dengan hal ini, praktik 

tabungan emas hukumnya sah karena PT. Emas Atam sudah memberikan hak 

kepemilikkannya kepada pegadaian syaraiah cabang pasar wage.  

Namun Pegadaian Syariah dalam memesankan barang (emas) jika ada 

nasabah yang ingin melakukan cetak emas, ada biaya tersendiri. Ada pendapat 

dari Tokoh Nahdlatul Ulama terkait biaya cetak emas yang sudah di tentukan 

yang dikemukakan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. Pengasuh Pondok 

Attaujieh Al-Islami (leler) sekaligus Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) 

Banyumas 

“Tidak masalah karena di awal sudah diakadkan dan biaya cetak 

termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi.”
 107

 

 

Namun ada juga pendapat dari Tokoh Muhammadiyah terkait biaya 

cetak emas yang sudah di tentukan dikemukakan Mintaraga Eman Surya, 

Lc. M.A. 

“wajar saja, biaya cetak seperti itu termasuknya pakai akad 

ujroh.”
108
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c. Barang boleh di sah terimakan pada waktu akad 

Artinya barang yang dijual harus konkrit dan ada pada saat akd 

(berlangsungnya transaksi). Dalam praktik di lapangan yaitu di Pegadaian 

Syariah cabang pasar wage purwokerto mengenai praktek Tabungan emas 

antara kedua pihak yaitu nasabah dan Pegadaian Syariah menyerhkan hak 

dan kewajibannya setelah akad. Namun dalam praktiknya Ketika nasabah 

menabung berupa uang, nasabah tidak mendapatkan emas secara langsung 

melankan mendapatkan tabungan emas yang didalamnya berupa saldo gram 

emas yang nasabah tabungkan, namun nasabah akan mendapatkan emas 

setelah nasabah memiliki tabungan melebihi 1 gram emas dan menghendaki 

cetak emas. Hal ini pun sudah disepakati oleh nasabah dan Pegadaian 

Syariah di awal perjanjian.
109

 

Menurut pandangan Tokoh Ulama NU (nahdlatul ulama) masih ada 

keraguan dalam menentukan hukum tabungan emas. Dikarenakan belum 

tahu bahwa di Pegadaian Syariah terdapat barang (emas) atau tidak. Jika di 

Pegadaian Syariah tidak terdapat adanya barang (emas) maka jual beli emas 

tidak sah. Akan tetapi jika di Pedadaian Syariah memiliki barang (emas) 

maka hukumnya sah. Namun dalam pratiknya Pegadaian Syariah memiliki 

barang (emas). Maka dari itu Tokon Nahdlatul ulama membolehkan praktik 

tabungan emas. Sedangkan menurut pandangan Tokoh Ulama 

Muhammadiyah membolehkan karena tabungan emas belum ada dalil yang 

melarangnya. Karena prinsip mualamah selagi belum ada dalil yang 
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mengharamkannya, muamalah dalam bentuk apapun diperbolehkan dan 

akan terlarang manakala ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. 

Adapun kaitannya tabungan emas dengan teori akad jual beli yang 

terdapat dalam praktik tabungan emas memiliki unsur jual beli yaitu pada 

saat nasabah menabung menggunakan uang tunai dan langsung di 

konbersikan langsung ke gram emas oleh pegawai Pegadaian Syariah di 

dalam buku tabungan nasabah. Yang mana ada pertukaran barang antara 

uang ke gram emas. jual beli juga memeliki rukun jual beli yang harus di 

penuhi, adapun rukun jual beli di antaranya: pertama yaitu adanya penjual 

dan pembeli dalam praktik tabungan emas yang berperan sebagai penjual 

yaitu Pegadaian Syariah dan nasabah berperan sebagai pembeli. ke dua 

harus ada ijab qabul, dalam praktik tersebut ijab qabol dilakukan antara 

nasabah dan pegawai Pegadaian Syariah. ke tiga harus ada barang yang di 

jual dalam praktik ini barangnya sudah ada yaitu emas, akan tetapi dalam 

praktik tabungan emas barangnya (emas) tidak diberikan langsung kepada 

nasabah. Boleh di ambil emas atau uang Ketika nasabah menabung sudah 

mencapai 1,1 gram emas.  

  kaitannya tabungan emas dengan teori akad murabahah yaitu dalam 

praktiknya yaitu ada kerja sama antara nasabah dan Pegadaian Syariah, yang 

mana nasabah sebagai pemilik modal dan Pegadaian syariah berperan 

sebagai pengelola modal. Akad murabahah juga memiliki rukun dan syarat 

yang telah ditentukan agar mencapai keabsahannya. Rukun murabahah di 

antaranya yaitu: pertama penjual, praktik tabungan yang berperan sebagai 
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penjual yaitu Pegadaian Syariah. Kedua pembeli sedangkan yang berperan 

sebagai pembeli yaitu nasabah. Ketiga barang, dalam praktik ini sudah jelas 

barangnya yaitu emas. Dan yang ke empat ijab qabul yang mana di lakukan 

oleh ke dua belah pihak yaitu nasabah dan Pegadaian Syariah. 

 Tabungan emas dengan teori akad wadi’ah memiliki keterkaitan 

dalam melakukan praktik tabungan emas. Yang mana nasabah berperan 

sebagai penitip yaitu menitipkan uang yang di konversikan ke gram emas 

kepada Pegadaian Syariah dan yang berperan untuk dititipi adalah Pegadaian 

Syariah. Wadi’ah juga memiliki rukun yang harus ada diantaranya yaitu 

pertama barang yang dititipkan dalam praktiknya barang yang dititipkan 

ialah uang yang di konversikan ke gram emas. Kedua akad serah terima, 

yakni dilakukan oleh nasabah dan Pegadaian Syariah. Ketiga orang yang 

menitipkan barang yaitu nasabah, Keempat orang yang menerima titipan 

barang yaitu Pegadaian Syariah. 

Tabungan emas berkaitan dengan badan perantara karena Pegadaian 

Syariah dalam praktik tabungan emas berperan sebagai perantara antara PT. 

Emas Antam dan Nasabah Pegadaian Syariah. yang mana nasabah 

menabung dengan tujuan untuk mendapatkan emas yang di inginkan yang 

mana memilih Pegadaian Syariah sebagai perantara untuk mendapatkan 

emas tersebut. Sedangkan PT. Emas antam juga memiliki tujuan tersendiri 

supaya prodak yang di miliki emas antam terjual, dalam hal ini PT Emas 

Antam memilih bekerja sama dengan Pegadaian Syariah untuk menjualkan 

produknya. Melihat praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah dapat 
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disumpulkan bahwasannya Pegadaian Syariah itu sebagai badan perantara 

antara nasabah dan PT. Emas Antam agar keduanya mendapatkan apa yang 

menjadi tujuanya. 

Dari pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah 

semuanya sependapat bahwasanya transaksi tabungan emas di Pegadaian 

Syariah Cabang Pasar wage diperbolehkan. Hal ini pun serupa dengan 

pendapat penulis, bahwasanya menabung emas itu diperbolehkan dan sudah 

sesuai dengan syarat, rukun serta ketentuan yang berlaku. 

Dari Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan menurut pendapat para 

tokoh di atas berpendapaat bahwa tabungan emas itu diperbolehkan 

sebagaimana terkandung pada Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dan dalam syarat Ma’qud ‘alaih atau 

barang yang diperjualbelikan sudah jelas yaitu emas. Hal ini mampu 

meyakinkan masyarakat terhadap rasa dilema masyarakat terhadap tabungan 

emas itu sendiri. Penulis awalnya masih mempertanyakan terkait nilai emas 

itu sendiri yang memang nilai harga emas di setiap harinya berubah-ubah. 

Namun hal itu sekarang sudah jelas karena sudah mendapatkan kejelasan 

secara detail dari salah satu pegawai Pegadaian Syariah yang menjelaskan 

bahwa nilai harga emas yang digunakan itu mengikuti harga emas pada saat 

itu. 

Dari pembahasan di atas, mengenai tabungan emas di Pegadaian 

Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto sudah sesuai dan sah dengan 

ketentuan syarat rukun serta sesuai dengan landasan syariat Islam. Dengan 
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melihat paparan kajian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik 

tabungan emas yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage 

Purwokerto sudah sesuai dengan Pandangan Tokoh Ulama NU dan 

Muhammadiyah. Peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik tabungan emas 

di atas secara akad dan pelaksanaannya sah dan sesuai karena syarat dan 

rukun sudah terpenuhi.  

Dalam praktik tabungan emas penulis lebih condong ke Pandangan 

Tokoh Nahdlatul Ulama dikarenakan perlu adanya bukti yang harus 

dibuktikan terlebih dahulu seperti pandangan gus sehu terkait barangnya ada 

tau tidak, ternyata setelah penulis teliti barangnya ada maka tabungan emas 

hukumnya sah. Dan pandangan gus ircham tidak membolehkan terkait 

jumlah uang yang ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk 

tabungan berikutnya karena mengikuti harga emas saat itu, Gus Ircham 

bahwasannya tidak memperbolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori 

riba nasiah yang dilarang, dikarenakan adanya ketidak pastian harga di saat 

akad. Namun pada praktiknya Pegadaian Syariah sudah menetapkan harga 

pasti dan sesuai harga emas pada saat itu. Maka dari itu hukumnya sah dan 

bukan termasuk Riba Nasiah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Talbunga ln Ema ls merupalka ln lalya lna ln pembelialn daln penjuallaln emals denga ln 

fa lsilitals titipaln denga ln ha lrga l terjalngka lu da ln memudalhka ln ma lsya lra lka lt untuk 

berinvesta lsi emals. Talbunga ln emals a ldalla lh sa llalh saltu produk dalri Pega ldalialn 

Sya lria lh ya lng mengguna lka ln sistem beli titip ema ls. Denga ln na lsa lba lh membeli 

sejumlalh emals kemudialn menitipkalnnya l ke pihalk Pega lda lialn Sya lria lh. Denga ln 

ha lrga l emals ya lng relaltif tinggi, kebalnya lka ln malsya lra lka lt menenga lh ke balwa lh 

menjaldi tidalk malmpu memiliki ema ls. Alka ln teta lpi, denga ln a lda lnya l produk 

talbunga ln emals ya lng a lda l di Pegalda lialn Syariah denga ln halrga l mura lh, proses 

cepalt, daln pelalya lna ln ya lng profesiona ll ma lkal ma lsya lra lka lt suda lh bisal memiliki 

emals denga ln mengguna lka ln produk berupa l talbunga ln emals. Na lsa lba lh ya lng ingin 

mencetalk emals da llalm bentuk fisik berupal emals, a lkaln dikenalka ln bialya l denga ln 

perhitunga ln sesuali beralt emals ya lng a lka ln dicetalk nalsa lba lh daln halrga l ema ls 

dunial. 

Implementasi praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar 

Wage Purwokerto yang dilakukan antara pegawai Pegadaian Syariah dan 

nasabah yang mana nasabah menabung emas dengan menggunakaan uang 

tunai dan langsung dikonversikan ke dalam buku rekening tabungan emas 

milik nasabah berbentuk gram emas oleh pegawai Pegadaian Syariah. 

Tabungan emas boleh diambil ketika nasabah sudah menabung mencapai 1,1 
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gram emas. Apabila nasabah belum mencapai 1,1 gram tabungan emas belum 

bisa diambil baik dalam bentuk emas maupun uang tunai.  

Adapun Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terkait tabungan emas 

yaitu memperbolehkan tabungan emas meskipun ada salah satu tokoh 

Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Gus Ahmad Syaikhul Ubaid yang mana 

mensyaratkan adanya barang namun kenyataannya di dalam Pegadaian Syariah 

barangnya ada dan syaratnya telah terpenuhi. Kedua terkait jumlah uang yang 

ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya 

karena mengikuti harga emas saat itu, namun ada salah satu tokoh dari 

Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Gus Ircham bahwasannya tidak memperbolehkan, 

dan hal tersebut termasuk kategori riba nasiah yang dilarang, dikarenakan 

adanya ketidak pastian harga di saat akad. Namun pada praktiknya Pegadaian 

Syariah sudah menetapkan harga pasti dan sesuai harga emas pada saat itu. 

Maka dari itu hukumnya sah dan bukan termasuk riba nasihah. 

Sedangkan Pandangan Tokoh Muhammadiyah terkait tabungan emas 

membolehkan adanya praktik tersebut dan sangat membantu masyarakat dalam 

hal perekonomian. Tokoh Muhammadiyah memperbolehkan tanpa adanya 

syarat dan yang terpenting selama masih belum ada dalil yang mengharamkan 

terkait tabungan emas maka melakukan transaksi tabungan emas itu 

diperbolehkan selagi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Dalam praktik tabungan emas penulis lebih condong ke Pandangan Tokoh 

Nahdlatul Ulama dikarenakan perlu adanya bukti yang harus dibuktikan 

terlebih dahulu seperti pandangan gus sehu terkait barangnya ada tau tidak, 



99 
 

 
 

ternyata setelah penulis teliti barangnya ada maka tabungan emas hukumnya 

sah. Dan pandangan gus ircham tidak membolehkan terkait jumlah uang yang 

ditabung di awal bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya 

karena mengikuti harga emas saat itu, Gus Ircham bahwasannya tidak 

memperbolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori riba nasiah yang 

dilarang, dikarenakan adanya ketidak pastian harga di saat akad. Namun pada 

praktiknya Pegadaian Syariah sudah menetapkan harga pasti dan sesuai harga 

emas pada saat itu. Maka dari itu hukumnya sah dan bukan termasuk Riba 

Nasiah. 

B. Saran 

Kepada Masyarakat yang menjadi nasabah di Pegadaian Syaraiah Cabang 

Pasar Wage Purwokerto, disarankan untuk lebih memperhatikan perjanjian 

sebelum menyetujuinya. Sebab ketika kita sudah menyetujui perjanjian baik 

tulisan ataupun lisan maka otomatis sudah menyetujui perjanjian tersebut. Jika 

ada yang belum dipahami ditanyakan terlebih dahulu sebelum menyetujui 

perjanjian. 
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Lanpiran I Transkip Hasil Wawancara  

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)  

DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS 

TERHADAP TABUNGAN EMAS 

A. Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

Nama  : Gus Ahmad Syaikhul Ubaid  

Alamat  : Desa Sirau, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas 

Keterangan  : Selaku Anggota Bahsul Masail Kabupaten Banyumas 

Waktu  : 29 Desember 2022 dan 4 April 2023 Pukul 16:30 

T/J Percakapan 

Tanya  Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur secara 

spesifik, Bagaimana pandangan tohoh Nahdlatul Ulama (NU) terkait 

boleh atau tidaknya tabungan emas?  

Jawab Menurut pandangan saya dalam praktik tabungan emas hukumnya 

bisa dibolehkan dan bisa tidak dibolehkan dengan alasan masih 

belum jelas apakah dalam praktik tabungan emas di pegadaian 

syariah ada barang (emas) yang diperjualbelikan atau hanya ditulis 

nominal gram emas saja dalam buku rekening tabungan emas, 

karena salah satu rukun jual beli harus ada barang. Jika tidak ada 

barang maka jual beli tidak sah dan tidak boleh dilakukan. 

Tanya Apakah dalam Lembaga Bahtsul Masail (LBM) sudah pernah 

membahas tabungan emas? jika sudah apa hasil dan keputusanya? 

Jawab Setahu saya belum pernah membahas tabungan emas. 

Tanya Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal 

bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena 

mengikuti harga emas saat itu? 

Jawab Tidak masalah, memang emas harganya formulatif dan harga emas 

mengikuti harga pasar. 

Tanya Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di 



 
 

 
 

Pegadaian Syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya 

cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan 

tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi hal tersebut? 

Jawab tidak masalah, sama halnya seperti kita membeli emas di toko emas 

ada biaya pembuatan. 

Tanya Apa dasar hukum dalil istinbat Nahdlatul Ulama (NU) dalam 

menyikapi fenomena tabungan emas? 

Jawab Tidak ada dasar hukum karena belum dibahas terkait tabungan 

emas. 

 

Nama  : KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c.  

Alamat  : Desa Randegan, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas 

Keterangan  : Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) Banyumas 

Waktu  : Sabtu, 26 Agustus 2023 Pukul 16:00 

T/J Percakapan 

Tanya Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur secara 

spesifik, Bagaimana pandangan tohoh Nahdlatul Ulama (NU) terkait 

boleh atau tidaknya tabungan emas?  

Jawab Ada ulama yang menganggap bahwa emas sebagai barang ribawi, 

syaratnya harus kontan, serah terimanya di tempat, takarannya harus 

sama (tamasul). Menabung emas hampir sama dengan membeli 

emas secara kredit. Bedanya ketika menabung emas barangnya di 

belum ada di awal dan barang bisa diterima jika tabungannya sudah 

mencapai target. Sedangkan membeli emas secara kredit barangnya 

sudah ada di awal dan membayarnya setelah barangnya sudah ada. 

Berarti menabung emas tidak bisa di samakan dengan jual beli emas 

secara kredit. Hukum membeli emas secara kredit ketika emas di 

anggap sebagai barang ribawi tidak di perbolehkan, dan sudah 

memenuhi persyaratan tamasil (ada harga yang sepadan). Ada juga 

ulama yang beranggapan bahwa emas bukan sebagai barang ribawi. 



 
 

 
 

Barang yang di anggap bukan sebagai barang ribawi justru di 

perbolehkan secara mutlak tidak ada syarat menabung atau 

menabung kredit. Hukum asal membeli barang yang di kategorikan 

barang bukan ribawi dengan mekanisme kredit diperbolehkan. jika 

emas dianggap barang ribawi tidak diperbolehkan jika menabung 

dianggap sebagai kredit, akan tetapi jika membeli dengan cara 

tempo barangnya belum diberikan berati tidak bermasalah. 

Pandangan saya dengan mekanisme menabung di perbolehkan. 

Tanya Apakah dalam Lembaga Bahtsul Masail (LBM) sudah pernah 

membahas tabungan emas? jika sudah apa hasil dan keputusanya? 

Jawab Belum. 

Tanya Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal 

bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena 

mengikuti harga emas saat itu? 

Jawab tidak masalah, karena nanti yang menjadi tolak ukurnya hasil 

dimana jual beli sudah selesai. 

Tanya Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di 

pegadaian syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya 

cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan 

tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi hal tersebut? 

Jawab Tidak masalah karena di awal sudah di akadkan dan biaya cetak 

termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. 

Tanya Apa dasar hukum dalil istinbat Nahdlatul Ulama (NU) dalam 

menyikapi fenomena tabungan emas? 

Jawab Dasar hukum yang digunakan gus fahmi yaitu beranggapan bahwa 

menabung emas bukan bai’ taqsit (jual beli secara kredit). Karena 

bukan ba’i taqsith maka dibolehkan. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nama  : Gus Ircham 

Alamat  : Desa Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 

Keterangan  : Ketua Tanfidziyah MWC NU Sokaraja 

Waktu  : Senin, 25 September 2023 Pukul 16:41 

T/J Percakapan 

Tanya  Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur secara 

spesifik, Bagaimana pandangan tohoh Nahdlatul Ulama (NU) terkait 

boleh atau tidaknya tabungan emas. 

Jawab Jika merujuk pada kesepakatan ulama bahwa emas termasuk barang 

ribawi, maka tabungan emas hukumnya sah (boleh) dengan syarat 

yaitu: a) Berat emas yang dibeli sudah diketahui, hanya saja belum 

dicetak. b) Harga per gramnya juga diketahui dengan pasti dan real 

time (saat itu juga). c) Penyerahannya juga real time, dan emasnya 

dititipkan ke pegadaian. 

Tanya Apakah dalam Lembaga Bahtsul Masail (LBM) sudah pernah 

membahas tabungan emas? jika sudah apa hasil dan keputusanya? 

Jawab LBM Banyumas belum pernah membahas secara spesifik hal 

tersebut. 

Tanya Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal 

bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena 

mengikuti harga emas saat itu? 

Jawab Tidak diperbolehkan, dan hal tersebut termasuk kategori riba nasiah 

yang dilarang, dikarenakan adanya ketidak pastian harga disaat 

akad. 

Tanya Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di 

pegadaian syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya 

cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan 

tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi hal tersebut? 

Jawab Sebetulnya, kalau transaksi awalnya terpenuhi syarat-syaratnya, 

khususnya nilai harganya sudah diketahui, hanya saja masih berupa 



 
 

 
 

uang, dan disaat akan diambil ada biaya cetak emas, hal ini 

diperbolehkan, dikarenakan biaya cetak ini dikategorikan akad baru 

dan tidak ada hubungannya dengan akad tabungan. Akad 

pencetakan tersebut sama halnya dengan akad istishna, yaitu akad 

pesan cetak barang dengan ujrah (upah) yang baru. 

Tanya Apa dasar hukum dalil istinbat Nahdlatul Ulama (NU) dalam 

menyikapi fenomena tabungan emas? 

Jawab Dasar hukum fenomena tabungan emas ini merujuk pada dalil 

alqur’an, hadits nabi & pendapat para ulama. 

 

B. Wawancara Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas 

Nama  : Drs. Wage, M.Ag. 

Alamat  : Desa Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas. 

Keterangan  : Wakil Ketua Majlis Pembinaan Kesejahteraan Sosial. 

Waktu  : Rabu, 27 September 2023 Pukul 10:20.  

T/J Percakapan 

Tanya Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur secara 

spesifik, Bagaimana pandangan tohoh Muhammadiyah terkait boleh 

atau tidaknya tabungan emas? 

Jawab Tabungan emas merupakan bentuk muamalah, jadi prinsip dari 

muamalah Islam adalah: 

ليِْلَُع ل ىَتَ ْريِْْه االْ صْلَُفَِالْمُع ام ل ةَِ َالدَّ أ نَْي دُلَّ ةَُإِلًََّ ح  ََََاْلِإبِ   

segala bentuk muamalah itu hukum asalnya boleh, selagi tidak ada 

dalil yang mengharamkannya”. 

Selagi belum ada dalil yang mengharamkannya, muamalah dalam 

bentuk apapun diperbolehkan dan akan terlarang manakala ada dalil 

yang melarang atau mengharamkannya. Setahu saya Tabungan 

Emas belum ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu, menurut 

pandangan saya membolehkan terkait tabungan emas. Jika dilihat 

dari teorinya diperbolehkan, tinggal dilihat dari praktiknya. Jika 



 
 

 
 

dilihat dalam praktik tabungan ini tidak ada goror (ketidak jelasan 

yang mengarah kepada merugikan orang lain, tidak ada pend}oliman, 

dan rela sama rela maka diperbolehkan.” 
Tanya Apakah dalam Majlis Tarjih sudah pernah membahas tabungan 

emas? jika sudah apa hasil dan keputusanya? 

Jawab Setahu saya belum ada yang membahas tabungan emas dalam 

Majlis Tarjih Banyumas. 

Tanya Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal 

bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya karena 

mengikuti harga emas saat itu? 

Jawab Kaitannya dengan menabung emas nanti bisa terjadi kalau 

menabung dalam bentuk uang tentunya sesuai dengan perjanjian. 

Misalnya kita menabung Rp. 1.000.000 namun jika tabungan kita 

akan diambil maka tabungan akan berkurang, bertambah atau tetap 

kan sesuai perjanjian. Jika pada awal kita menabug ada perjanjian 

bahwa tidak ada biaya administrasi dalam hal ini ada unsur sewa 

menyewa karena kita menyewa brangkas untuk menyimpan uang 

kita. tidak jadi masalah, dalam praktik tabungannya emas gram 

emasnya tetap tidak berubah ubah, jadi tidak berpengaruh dengan 

berubah-ubahnya harga. Kecuali jika di perjanjikan pada saat 

mengambil tabungan emas harganya sesuai dengan emas pada saat 

itu. Jadi tergantung pada akad, kita sebagai seorang muslim terikat 

dengan akad yang kita buat. 

Tanya Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di 

Pegadaian Syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya 

cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan 

tokoh Muhammadiyah dalam menyikapi hal tersebut? 

Jawab Tergantung pada apa yang kita janjikan di awal akad, jika 

praktiknya sesuai tidak ada masalah dan atas kerelaan antara dua 

belah pihak. Jika ada perjanjian seperti itu kita tidak rela dan kita 



 
 

 
 

tidak mau ya di tolak saja. Tapi penolakkanya pada waktu akad. 

Jadi, jangan sampai sudah di akadkan pada waktu pelaksanaannya 

kita mengingkari itu ngga boleh.  

Tanya Apa dasar hukum (istinbat) Muhammadiyah dalam menyikapi 

fenomena tabungan emas? 

Jawab Setahu saya muhammadiyah belum pernah membahas tabungan 

emas maka belum ada dalil yang mengatakn boleh atau tidaknya. 

Kalua pertanyaann yang di tunjukan ke pada saya yaitu dasar hukum 

yang yang gunakan, sebagai berikut: 

Kaidah fikih 

ليِْلَُع ل ىَتَ ْريِْْه االْ صْلَُفَِ َالدَّ أ نَْي دُلَّ ةَُإِلًََّ ح  ََََالْمُع ام ل ةَِاْلِإبِ   

segala bentuk muamalah itu hukum asalnya boleh, selagi tidak ada 

dalil yang mengharamkannya”. 

 

Qs. An-Nisa 29 

 

َٰٓأ يُّه ا ين   ي   ن وا   ٱلَّذ  ام  ا   لا   ء  ل وَٰٓ ل ك م ت أكْ  ل   ب يْن ك م أ مْو   ط  َٰٓ  ب ٱلْب   ة   ت ك ون   أ ن إ لاَّ ر  اض   ع ن ت ج   نك مْ  ت ر  لا   َ   مِّ  و 

ا   ك مْ  ت قْت ل وَٰٓ ا ب ك مْ  ك ان   ٱللَّّ   إ نَّ  َ   أ نف س  يم  ح  ر   

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-nisa 29) 

Al-A’raf ayat 31 

ب ن يَْٰٓ  م   ي  د  وْا ا  ذ  يْن ت ك مْ  خ  نْد   ز  د   ك لِّ  ع  سْج  ل وْا م  ك  ب وْا وَّ اشْر  لا   و  ف وْا   و  بُّ  لا   ا نَّه   ت سْر  ف يْن   ي ح  سْر  الْم   

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada 

setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan 

berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-

lebihan.  

 



 
 

 
 

Nama  : Mintaraga Eman Surya, Lc. M.A. 

Alamat  : Desa Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas. 

Keterangan  :Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) 

Waktu  : Senin, 2 Oktober 2023 Pukul 19:49. 

T/J Percakapan 

Tanya Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur 

secara spesifik, Bagaimana pandangan tohoh Muhammadiyah 

terkait boleh atau tidaknya tabungan emas? 

Jawab Emas termasuk dalam kategori al-mal, dan mal secara umum bisa 

ditabung. Jadi tidak ada persoalan. Orang bisa menabung uang, 

bisa menabung emas (investasi). Jadi menurut saya membolehkan 

karena dasar hukum muamalah boleh kecuali ada yang melarang. 

Emas menjadi salah satu instrumen investasi yang digemari karena 

sifatnya yang likuid sehingga mudah dicairkan. Investasi emas pun 

kini semakin mudah karena selain dapat membeli secara langsung, 

masyarakat dapat berinvestasi emas dengan skema tabungan emas. 

Konsep tabungan emas pada dasarnya sama dengan konsep 

menabung pada umumnya, namun uang yang kita tabungkan akan 

dikonversi ke dalam bentuk gram emas sesuai nominalnya. 

Tanya Apakah dalam Majlis Tarjih sudah pernah membahas tabungan 

emas? jika sudah apa hasil dan keputusanya? 

Jawab Belum. 

Tanya Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal 

bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya 

karena mengikuti harga emas saat itu? 

Jawab Yang di tabung kan berupa emas bukan uangnya, jadi pada saat 

menabung emas seperti praktik yang ada di pegadaian syariah uang 

itu langsung di konversikan ke gram emas. Artinya nasabah bukan 

menabung uang melainkan emas. Jika uang mwnjadi alat tukar, 

otomatis naik turun tergantung inflansi. Sedangkan emas 



 
 

 
 

cenderung stabil dan naik harganya stabil, jadi tidak masalah jika 

tabungan di awal berbeda dengan tabungan yang akan datang di 

karenakan harga emas berubah ubah. 

Tanya Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di 

Pegadaian Syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya 

cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan 

tokoh Muhammadiyah dalam menyikapi hal tersebut? 

Jawab wajar saja, biaya cetak seperti itu termasuknya pakai akad ujroh. 

Tanya Apa dasar hukum (istinbat) Muhammadiyah dalam menyikapi 

fenomena tabungan emas? 

Jawab Muhammadiyah belum mengeluarkan fatwanya. Tapi jika dasar 

hukum buat menyikapi fenomena tersebut menutut saya yang 

pertama yaitu kembali lagi ke prinsip muamalah. Segala kegiatan 

muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Emas pada 

saat ini bukan termasuk barang ribawi, jadi pada zaman nabi emas 

dikatakan barang ribawi ketika emas dijadikan alat tukar, ketika 

emas tidak dijadikan alat tukar maka emas bukan barang ribawi. 

Yang ke dua al urf  tentu al-‘A>datu muhakkamah bahwa disini 

emas bukan sebagai alat tukar maka bisa di tabung dan tidak ada 

masalah. 

 

Nama  : Kahar Muzakki, M.Ag 

Alamat  : Desa Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas. 

Keterangan  : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). 

Waktu  : Rabu, 29 Mei 20223 Pukul 16:43  

T/J Percakapan 

Tanya Tabungan emas dalam fatwa MUI belum ada yang mengatur 

secara spesifik, Bagaimana pandangan tohoh Muhammadiyah 

terkait boleh atau tidaknya tabungan emas? 

Jawab Menurut pandangan saya Menabung emas hukumnya boleh dengan 



 
 

 
 

alasan bahwa pada dasarnya hukum menabung itu boleh, selagi 

barang itu barang yang halal dan yang paling penting tujuannya 

bukan untuk ikhtikar (menimbun) dan menimbulkan kerugian 

orang lain. 

Tanya Apakah dalam Majlis Tarjih sudah pernah membahas tabungan 

emas? jika sudah apa hasil dan keputusanya? 

Jawab Belum. 

Tanya Apakah hukum menabung jika jumlah uang yang ditabung di awal 

bisa berbeda dengan jumlah uang untuk tabungan berikutnya 

karena mengikuti harga emas saat itu? 

Jawab Boleh saja, tidak ada masalah. Yang di tabung kan emas bukan 

uang, sedangkan gram emasnya tetap. Yang berubah nominal yang 

di tabung di awal dan di akhir. 

Tanya Ketika nasabah akan melakukan pengambilan tabungan emas di 

Pegadaian Syariah dalam bentuk emas, nasabah dikenakan biaya 

cetak emas yang sudah ditentukan, Bagaimana menurut pandangan 

tokoh Muhammadiyah dalam menyikapi hal tersebut? 

Jawab Boleh-boleh saja asalkan sudah ada akad di awal. 

Tanya Apa dasar hukum (istinbat) Muhammadiyah dalam menyikapi 

fenomena tabungan emas? 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran II Dokumentasi Penelitian  

 

  
 

Wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah Bapak Adham Septian Wildan 

Satrio Selaku supporting area Pegadaian Syariah Cabang Pasar wage Purwokerto 

Banyumas pada tanggal 12 April 2023 Pukul  10:00 di Kantor Pegadaian Syariah 

Cabang Pasar Wage Purwokerto.  

  

 
 

 

Meminta rekomendasi Tokoh Muhammadiyah ke kantor Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Banyumas (PDM) dengan Bapak Karlan. 

 



 
 

 
 

  
 

Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama dengan KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c 

selaku ketua Bahsul Masail pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 16:00 di 

Kediaman Rumah KH. Ahmad Hadidul Fahmi, L.c. 

   

  

 

Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama dengan Gus ircham selaku Ketua 

Tanfidziyah MWC NU Sokaraja pada tanggal 25 September 2023 Pukul 16:41 di 

Kediaman Rumah Gus Ircham. 



 
 

 
 

 
 

Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama dengan Gus Ahmad Syaikhul Ubaid selaku 

Pengasuh Pondok Darul Ulum Sekaligus anggota Bahsul Masail (LBM) 

Banyumas pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 16:30 di Kediaman Rumah Gus 

Ahmad Syaikhul Ubaid. 

 

  
 

Wawancara Tokoh Muhammadiyah dengan Drs. Wage, M. Ag. selaku Wakil 

Majlis Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada tanggal 27 September 2023 pukul 

10:20 di Ruang Kaprodi HES Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). 



 
 

 
 

  
Wawancara Tokoh Muhammadiyah dengan Ustad Mintaraga Eman Surya, Lc. 

M.A., selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas 

pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 19:49 melalui aplikasi WhatsApp Voice Notes 

dan Chat. 

 
Wawancara Tokoh Muhammadiyah dengan ustad Kahar Muzakki, M.Ag., selaku 

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas pada tanggal 29 Mei 

2023 pukul 16:43 melalui aplikasi aplikasi WhatsApp Telepon dan Chat. 

 

 



 
 

 
 

Lampiran III Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran IV Sertifikat KKN 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran V Sertifikat PPL

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran VI Sertifikat Aplikasi Komputer 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran VII Sertifikat Bahasa Inggris  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran VIII Sertifikat Bahasa Arab 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran IX Sertifikat BTA-PPI 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran X Daftar Riwayat Hidup 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri 

1. Nama   : Anisatul Munawaroh 

2. NIM   : 1817301086 

3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 1 Oktober 2000 

4. Alamat   : Desa Sirau RT 05 RW 05, Kec. Kemranjen, Kab. 

Banyumas 

5. Nama Ayah  : Iqbal Hidayat 

6. Nama Ibu  : Akhirotul Khaeriah 

B. Riwayat Pendidikan  

1. Pendidikan Formal 

a. TK/RA  : TK Masyitoh 16 Sirau 

b. SD/MI  : MI Nahdatun Nasyiin Sirau 

c. SMP/MTS  : SMP Ma’arif NU 1 Kemranjen 

d. SMA/MAN  : MAN 3 Cilacap 

e. S1   : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  

2. Pendidikan Non Formal 

a. TPQ Nururrohman 

b. Pondok Pesantren Nururrohman 

c. Pondok Pesantren Al-Hidayah kroya 

d. Pondok Pesantren Darul Falah 

3. Pengalaman Organisasi 

a. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah 

b. PII Rayon Syariah 

Purwokerto, 17 Desember 2023 

  

Anisatul Munawaroh 

NIM: 1817301086 


